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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobi

Rahman Agus
Universitas Terbuka
Email : rahmanagus_st@yahoo.co.id

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Izin Mendirikan Bangunan, Pendapatan Asli
Daerah

Penelitian mengangkat masalah bagaimana implementasi kebijakan pelayanan IMB
dan seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah
(PAD) di Kabupaten Wakatobi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi
kebijakan pelayanan IMB dan menganalisis besarnya kontribusi penerimaan retribusi
IMB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobx:

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode apalisis yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif, yaitu memberikan pengamatan dan\pcriggambaran terhadap aspek-
aspek penelitian, kemudian mendeskripsikan aspek<aspektersebut, yaitu implementasi
kebijakan dan kualitas pelayanan. Untuk meneriukan fakta-fakta yang diamati maka
peneliti melakukan investigasi dengan cara siewawancarai beberapa informan kunci,
meliputi aparat pemerintah daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan
IMB, anggota DPRD dan masyarakat ydng-telah mengurus IMB, juga mengumpulkan
informasi lain dalam bentuk tulisan{dan~laporan yang berada di tempat penelitian.
Instrumen yang digunakan dalapt pefielitian ini adalah pedoman wawancara, yaitu
kumpulan daftar pertanyaan untuk melakukan tanya jawab kepada informan kunci dan
dokumentasi, yaitu mengumpulkan' data dan informasi dari buku, laporan dan literatur
kepustakaan lain yang ada/hubungannya dengan obyek penelitian.

Hasil penelitian ménufijukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan IMB di
kabupaten Wakatobilbefum berjalan efektif yang disebabkan oleh faktor implementasi
kebijakan yang belumberjalan baik, utamanya menyangkut kompetensi staf yang belum
memadai, tingKat pengawasan yang masih lemah, dukungan politik dari legislatif yang
masih rendah\dan tingkat komunikasi yang belum baik. Sedangkan faktor kualitas
pelayanan, yang diberikan dalam pelayanan IMB secara keseluruhan dapat dikatakan
sudah baik atat sudah memuaskan masyarakat yang mengurus izin.

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pelayanan
izin mendirikan bangunan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Wakatobi belum
berjalan efektif. Dalam arti, belum memberikan kontribusi signifikan terhadap
pendapatan asli daerah kabupaten Wakatobi sehingga. sasaran implementasi kebijakan
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Wakatobi sampai
saat ini belum tercapai.

i

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40679

ABSTRACT

The Implementation Service Policy for Physical Building Estabilishment Permit (IMB)
To Increase Local Revenue (PAD) In Wakatobi Regency

Rahman Agus
Universitas Terbuka
Email : rahmanagus_st@yahoo.co.id

Keynote : The Implementation of Policy, Physical Building Estabilishment Permit,
Increase Local Revenue

This research is about the implementation of policy servant physical building
estabilishment permit (IMB) and how large its contribution of the IMB retribution
revenue to Wakatobi’s local revenue at present time.

This research was meant to analyze and explain the implemeritation of Wakatobi
local government policy on physical building estabilishment serviceand analyze how
large its contribution to Wakatobi,s total revenue it self.

It was held qualitatively by qualitative description\ analysis; namely doing
observating and describing same research aspects. Hence,/t0 present those aspects by
correlating between unbinding (freed variables) is/namefy the government policy
implementation and binding aspects, that is public.$ervices quality and performance. To
find empirical datas, so researcher was doing/some’investigation in the manner of
interviewing several key informan, comprising, of local government aparaturs in
connection with permit implementation, legislators, and with some people who were
going to get their permit them selve; besides-that, I attamp to gain relevant information
wether in form of writing or people separts i site of research. Instrumen applied in this
research were interview guidance,is hamely the questioner collection for respondents
along with documenting is ndmely»data and information accumulation from books,
reports and other literatures;

This research result “dndicated that, Wakatobi’s present phisycal building
estabilishment permit implementation was still not effective yet, particularly caused by
policy implementation ‘factors where have not also been running correctly, because of
staff competence\was still not sufficient, low legislator political support and unwell
coordination between local institutions. In the mean time about service qualities were
given, so to,speak have been good and satisfied them concerned.

The conclusion of this research is the implementation of physical building permit
regulation in rising Wakatobi’s local revenue has not been effective yet. In the meaning
that it has not given a significant contribution to ward local revenue. So that, this
policy’s implementation target to increase local government revenue still has not been
reached yet at present.

iii
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UNIVERSITAS TERBUKA
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MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobi adalah hasil
karya saya sendiri, dan seluruh Sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya
nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiblakan (plagiat), maka saya
bersedia menerima sanksi Akademik.

Jakarta, Januari2012
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
1. XKonsep dan teori kebijakan publik

Menurut Dye (Santosa, 2008:27), kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk
bertindak atau tidak bertindak. Dalam upaya mencapai tujuan Negara, pemerintah perlu
mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan atan tidak
melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik
karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan melakukan sesuatu terhadap

| masyarakat.

Senada dengan pandangan Dye, Edwards dan Sharkansky (Koryati;-dkk., 2005:8)
kebijakan diartikan sebagai apapun yang dikatakan dan apa yang ‘dilakukan atau apa
yang tidak dilakukan oleh pemecrintah, yang ditetapkan, Secara jelas dalam peraturan
perundang-undangan dengan berbagai program/\dan\ tindakan yang dilakukan
pemerintzh, Lebih lanjut, Jones (Davey, 1998:170) engungkapkan bahwa -

“kebijakan adalah suatn keputuSan (yang dimaksudkan untuk mengatasi

permasalahan tertentu atsu untlk menciptakan tujuan tertentu oleh instansi

. berwenang dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan, dan juga
merupakan sugtu usulan arsh tinddkan yang ditujukan untuk seseorang, kelompok,
atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau memanfaatkan kesempatan pada
suatu lingkungan tertentu/untuk mencapai tujuan dan merealisasikan sasaran”.

Sinambela (2008:14) sécara sederhana mendefinisikan bahwa kebijakan publik
adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak
dikerjakan. Dalam perspektif kebijakan, hal-hal yang dipilih untuk dikerjakan oleh
pemerintah dinilai bersifat strategis, baik dari sudut politikk maupun ekonomi.
Konsekuensi dari keputusan pemerintah tersebut adalah perubahan dalam permintaan

dan penawaran barang dan jasa publik.
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Mengacu dari beberapa pendapat tentang kebijakan publik tersebut, maka
pelaksanaan kebijakan mengenai IMB yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten
Wakatobi sudah tentu didasarkan pada pencapaian tujuan tertentu secara terarah. Tujuan
tersebut, yaitu perfama, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu
terciptanya “taat dan tertib ruang”, dan Aedua, meningkatkan pendapatan asli daerah,
khususnya retribusi dari sektor perizinan bangunan.

Easton (Krismartini, dkk., 2009:1.7) mendefinisikan kebijakan publik adalah
pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.
Mengacu pada pendapat tersebut maka kebijakan penerapan IMB yang telah menjadi
sebuah produk hukt!m dalam bemtuk peraturan dacrah (Perda), sudah secharusnya
dilaksanakan secara tegas oleh pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat. Bahkan,
pada suatu saat pemerintah dacrah harus mampu mewujudkan pelaksanaan’ Ketentuan
IMB terscbut sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap ‘masyarakat yang
akan mendirikan bangunan, demi melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Menurut Dunn (1998:109) kebijakan publik adalalf rabgkaian pilihan yang kurang
lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang
dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, Yang-kémudian diformulasikan di bidang-
bidang isu kebijakan. Sepads dengan‘pandangan tersebut, Anderson (Koryati, dkk.,
2005:7) berpendapat bahwa kebijakan-publik merupakan pengembangan dari kebijakan
yang dilakukar oleh institusi pemerintah dan aparaturnya. Implikasi dari pengertian
kebijakan publik tersebutadalah :

1. Kebijaken publik selaln mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-

tindakan yang berorientasi pada tujuan;

2. Kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindekan pejabai-
pejabat pemerintah;

3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi
bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah
untuk melakukan sesuatu;

4. Kebijakan publik jtu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan; dan
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5. Kebijakan pernerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada
peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritarif).

Mengacu dari pandangan terebut maka kebijakan penerapan IMB yang
dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi bukanlah suatu kebijakan yang berdiri sendiri akan
tetapi merupakan suatu kebijakan yang didasarkan pada aturan kebijakan yang lebih

tinggi, atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh daerah.
2. Konsep dan teori implementasi kebijakan

Menurut Dunn (1998:22), bahwa proses pembuatan kebijakan adalah suatu aktivitas
intelektual yang dilakukan dalam proses yang bersifat politis. Proses ini dapat
divisualisasikan sebagai proses pembuatan kebijakan yang mencakup 5 (lima) tahap
penting, yaitu :

Penyusunan agenda;
Formulasi kebijakan;
Adopsi kebijakan;

Implementasi kebijakan; dan
Penilaian kebijakan.

kT

Santosa (2008:26), mengemukakan bahwa dalam<kehidvpan Negara-negara yang
menganut paham demokrasi, proses pemerintahan dapat dibagi dalam dua tahap. Tahap
pertama, perumusan kebijakan dan tahap %edusx pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan pada tahap pertama.

Mengacu dari pandangan téfSebut, maka secara prosedural pelaksanaan ketentuan
IMB di Kabupaten Wakatobi’ yang di dalamnya terdapat pungutan yang dibebankan
kepada masyarakat, telsh difetapkan melalui peraturan daereh sehingga mempunyai
kekuatan Jegal fortnat yang mengikat untuk dilaksanakan. Hal ini sebagai konsekuensi
sistem pemerintahan daerah yang memempatkan DPRD sebagai represemiasj rakyat
daerah, yang mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan sehingga seluruh kebijakan
pemerintah daerah yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat harus

mendapatkan persetujuan dan ditetapkan bersama dengan DPRD.
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Lebih lanjut Dye (Krismartini, dkk., 2009:1.7) berpendapat, bahwa dalam proses
kebijakan publik ada 3 (tiga) kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu :

1. Kekuatan dan kemampuan untuk memberiakukan Kebijakan publik secara

universal kepada publik yang menjadi sasaran {target group);

2. Kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan
publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang
menjadi sasaran (iarget group); dan

3. Kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa
kepada publik yang menjadi sasaran (rargetf group).

Mengacu dari pendapat Dye di atas, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan
yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuatnya agar tujuan dan
sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Kaitannya dengan penerapan kebijakan IMB
tersebut, maka pemerintah daerah dengan segala kewenangannya harus mampu
membangun kesadaran dan partisipasi pada masyarakat untuk dapat mentaati
kewajibannya mengurus IMB dalam setiap kegiatan mendirikan bangupan. Hal
demikian pada dasarnya untuk mewujudkan sasamn pelaksanaan kebijakan IMB dalam
mendorong peningkatan penerimaan PAD. Selain itu, merupakat,suatu mstrumen untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang dari berbagai kegiatén pembangunan fisik di wilayah
Kabupaten Wakatobi.

Ripley dan Franklin (Winarno, 2007:145); berpandapat bahwa implementasi adalah
apa yang terjadi setelah undang-undang, ditetapkan yang memberikan otoritas program,
kebijakan, keuntungan (benefif)/ atau statu jenis kcluaran yang nyata (fangible output).
Istilah implementasi menunjukksn pada sejumlah kegiatan yang mengikuti permnyataan
maksud tentang tujuai-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat
pemerintah. Sementara’ itu, Grindle (Winamo, 2007:146) memberikan pandangannya
tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi

adalah membentuk suatu kaitan (/inkage) yang memudahkan tujuan-tujusn kebijakan

bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
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Menurut Wahab (Koryati, dkk., 2005:9), implementasi kebijakan dapat dipandang
sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau
Instruksi Presiden. Begitu pula pemyataan Salusu (Hatta, 2005:8), bahwa implementasi
kebijakan adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu
yang sederhana dan mudah dimengerti, “ambil pekerjaan dan laksanakan”, Suatu
defenisi yang amat sederhana karena hanya berbentuk suatu istilah, tetapi kata
“laksanakan™ memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan, Demikian
pula kata “kerjakan” memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan
organisasi dari apa yang tersedia. Dengan kata lain implementasi adalah suvatu proses
yang memerlukan ekstra sumber agar dapat memecahkan mnasalah pekerjaan,

Van Meter dan Van Horn (Hatta, 2002:8) berpendapat bahwa miplementasi
kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu<individu atau
kelompok-kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan bntuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusasi kebijakan sebelumnya. Definisi
ini menyimatkan adanya upaya mentransformasikan’ keputusan kedalam kegiatan
operasiona), serta mencapai perubahan seperti”yang dirumuskan oleh keputusan
kebijakan.

Lebih Janjut Van Meter dan Van Hom (Winarno, 2007:163) mengetengahkan
beberapa unsur yang mungkin” berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam
mengimplementasikar kebijakan, yaitu :

1. Kompetensiidan ukuran staf suatu badan;

2. Tingkat péngawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan

proses-proses dalam badan-badan pelaksana;

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-

anggota legislatif dan eksekutif);

4. Vitalitas suatu organisasi;

5. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefenisikan sebagai jaringan
kerja komunikasi horisomtal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan
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yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar
organisasi; dan

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan”

atau “pelaksana keputusan”.

Mazmanian dan Sabatier (Santosa, 2008:42), menyatakan bahwa implementas)
kebijakan sebagai pelaksansan kebijakan dasar (undang-undang) atau dapat pula
berbentuk perimah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan. Dalam keputusan tersebut teridentifikasi masalah yang ingin
diatasi, tujuan dan sasaran yang mgm dicapai dan berbagai cara untuk
menstrukturkan/mengatur proses implementasi. Proses ini berlangsung setelah melalui
tahapan tertentu, biasanya diawali perumusan kebijakan, oufpur kebijakan, penetapan
dan pengesahan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi)
pelaksana, kesedinan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok
sasaran, dampak nyata-baik yang dikehendaki atau tidak dari oupuf ‘tersebut, dampak
keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang méngambil keputusan dan
akhimya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya aniuk melakukan perbaikan-
perbaikan terhadap kebijakan atau undang-undang/pefaturas yang bersangkutan),

Allison (Kunarjo, 1992:44), menyatakan (baiiyva tahap implementasi merupakan
tahap yang penting dan kritis yang miemerlukan kerjasama segenap pihak dalam
penyusunan dan pelaksanaan suani kebijakan. Sebelum suatu program dilaksanakan,
dilakukan persiapan yang matang(dalam segala hal yang menyangkut program, misalnya
organisasi, tenaga kerja-tetmasuk kualifikasi orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Dalam siklus pengéiolsan program, setelah langkah persiapan dan persetujuan pihak
yang berwenanp,“akan tiba pada tahap implementasi yang merupakan operasionalisasi
keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laswell dan Kaplan (Ermaya, 1994:71), berpendapat bahwa implementasi

kebijakan merupakan suatu pelaksanaan program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan,
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nilai-nilai dan praktek-praktek atau upaya pelaksanaan keputusan yang teguh dan disifati
oleh adanya perilaku yang konsisten. Masalah implementasi kebijakan telah mendapat
perhatian yang semakin besar dari ahli administrasi negara atau ahli manajemen
kencgaraan, Hal ini disebabkan karena ketidakefektifan pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai bidang. Pemerintah sebenamya mampu
mengesahkan kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak
atau perubzhan-perubahan tertentu yang diharapkan. Gejala tersebut oleh Andrew
Dunsice (Kunarjo, 1992:47) digunakan sebagai implememarion, yang dalam proses
kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang
diharapkan oleh pernbuat kebijakan dengan apa yang senyatanya terjadi.

Pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan ditegaskan oleh Udoji
(Santosa, 2008:42), sebagai the execuiion of policies is imporiant if not more imporiant
than policy making”. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan
kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupuii, perimusan dilakukan
dengan sempuma namun apabila proses implementasi tidak berkena sesuai persyaratan,
maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaankepenitingan publik menurut pandangan
Shafritz dan Russel (Santosa, 2008:42),'bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas-
aktivitas yang dilakukan untuk)melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif.
Implementasi ini merupakan/pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan
dalam sesuatu kebijakan.

Menurut «Edwards (Winarno, 2007:174) studi implementasi kebijakan adalab
krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah
salah satu tahap kebijakan publik, antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi-
konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak

tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan,
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maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu
diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah
direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan jika
kebijjakan tersebut kurang diimplemnentasikan dengan baik oleh para pelaksana
kebijakan,

Lebih lanjut dikemukakan ada empat faktor atau variabe! kwusial datam
implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Komunikasi;

2. Sumber-sumber;

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku; dan

4. Struktur birokrasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses
implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-
badan administratif yang bertanggung jawab untuk inelaksanakan/program dan
menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, tetapi jugd )menyangkut jaringan
kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat
mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dari pada akhimya berpengarvh
terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun.yang tidak diharapkan.

Secara garis besar dapat dikatakap/hahvwa fungsi implementasi itu adalah untuk
membentuk suatu hubungan yang nfemungkinkan tujuan-tujuan aaupun sasaran-sasaran
kebijakan negara diwujudkdn ‘Gebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah, Sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan spa yang dalam
ilmu kebijakan négara-disebut sistem penyampaian kebijakan negara yang biasanya
terdiri dari cara-cafs atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang secara khusus seria

diarabkan menuju terciptanya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.
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3. Konsep dan teori pelayanan publik
8, Pelayanan

Kurniawan (Sinambela, 2008:3) mengemukakan bahwa pada dasamya setiap
manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara eckstrim dapat dikatakan bahwa
pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal senada juga
dikemukakan Rusli (Sinambela, 2008:3) yang berpendapat bahwa selama hidupnya,
manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan life cycle
theory of leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi), pelayanan
secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia, pelayanan yang
dibutuhkan akan semakin menurun.

Menurut Moenir (Zulkifly, 2006:29), pelayanan adalah proses_pemenuhan
kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Lebih lanjut«dikatakan bahwa
pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha- ataw kegiatan yang
bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan berfifal.menentukan manakala
dalam kegiatan kegiatan jasa di masyarakat itu erdapat” kompetisi dalam usaba
merebut pasaran atau langganan.

Kotler (Sinambela, 2008:4) mendefiisikdn pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suate kumpulan atau kesatuan, dan mepawarkan kepuasan
meskipun hasjlnya tidak terika¢ pada suatu produk fisik. Begitu pula Lukman
(Sinambela, 2008:5), mengenfukakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau
urutan kegiatan yang-terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain
atau mesin secara.fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Dalam konteks pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun

format pelayanan, seiring dengan meningkamya tuntutan masyarakat dan perubehan di
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dalam pemerintan #u sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi
tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak
yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangke pelayanan umum.
{Sinambela, 2008:3).

Kristadi (Zulkifly, 2006:26) menyatakan bahwa pelayanan merupakan tugas utama
yang hakiki bagi aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Olch
karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka perbaikan
kinerja aparatur sangat penting. Dalam kaitan ini, kebijaksanaan pernerintah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus direncanakan secara
transparan serta lebih mengefektifkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga pengawasan.
Dengan cara demikian, mutu pelayanan diharapkan akan dapat mencapai tahapan prima.
Hal ini harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sejalan

dengan aspirasi reformasi dan otonomi daerah.

b. Pelayanan publik

Munculnya fenomcna baru mengenai perubahan peram birokrat dari pelaksanaan
menjadi motivator, dinamisator, dan fasilitator,pembangunan, serta sumber daya atau
kemampuan obyektif pemerintah daerah yang sémakin terbatas, menimbulkan pemikiran
di kalangan birokrat untuk meniru kelompok swasta yang tetap “exisf” dan “survive”
meskipun dengan sumber dayaeadanya. Untuk itu, pertu merumuskan kembali makna
dan hakikat pelayanan publik dan menciptakan organisasi pemerintah yang ramping
tetapi kuat dan efisien.

Birokrasi yang berorientasi prestasi mampu menciptakan pelayanan yang prima,
mengutamakan kemanfaatan dari pada hasil, dan berorientasi pada tujuan yang telah
ditetapkan bersama. Sistem penyedisan pelayanan publik yang biasanya ditangani
melalui mekanisme administratif, menjadi suatu penyediaan pelayanan publik yang

berdasarkan insentif pasar.
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Menurut Dwiyanto (2006:136), pelayanan publik adalah rangkaian aktifitas yang
dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna
yang dimaksud disini adalah warga negara yang memhutuhkan pelayanan publik, seperti
KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, izin gangguan (HO), IMB, sertifikat
tanah, dan lain sebagainya.

Santosa (2008:57), mendefinisikan pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik
oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataw pun pihak swasta kepada
masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau
kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta.
Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemeriniah bermotitf sosial-politik,
yakni menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan suara, sedangkan pelayanan
publik oleh pihak swasta lebih bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan.

Wasistiono (Santosa, 2008:58) menggambarkan beberapa alasan perhatian
pemerintah terhadap pelayanan publik, antara lain sebaghi berikut :

a. Instansi pemerintah pada umumnya menyelenggarakan kegiatan yang bersifat
monopoli, sehingga tidak terdapat iklimkompetisi di dalam, padahal tanpa
kompetisi tidak akan tercipta efisiensi-dan-peningkatan kualitas;

b. Dalam menjalankan kegiatan,{ apdratar pemerintah lebih mengandalkan
kewenangan daripada berbuat jasa atee pun kebutuhan konsumen;

c. Belum satau tidak diadakan-aKustabilitas terhadap kegiatan suatu instansi
pemerintah, baik akuntabilitas-vertikal ke bawah, ke samping, maupun ke atas.
Hal ini disebabkan oieh{adanya tolok ukur kinerja setiap instansi pemerintah

yang dibakukan secara masional berdasarkan tanda yang dapat diterima secara
umum;

d. Dalam aktivitasnya, aparat pemerintah seringkali terjebak pada pandangan
“ectic”, yekmi~ mengutamaken pandangan dan keinginan mereka sendiri
(birokrasi) \daripada konsep “emic” yakni konsep dari mereka menerima jasa
layanan peinerintah; dan

e. Kesadaran anggota masyarakat pada hak dan kewajiban sebagai warga Negara
maupun sebagai konsumen masih relatif rendah, sehingga mereka cenderung
menerima begitu saja, terlebih layanan yang diberikan bersifat cuma-cuma.

Zeithmal (Santosa, 2008:59) mengkonsepsikan mutu layanan publik pada dua

pengertian, yaitu expected service dan preceived service. Keduanya terbentuk oleh
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dimensi-dimensi mutu layanan, yaitu famgibles (tejamah), reliabilizy (andal),
responsiveness (tanggap), competence (kompeten), courtesy (ramah), credsbility (bisa
dipercaya), security (aman), acces (akses), communication (komunikasi), understanding
the cusiomer (memahami pelanggan). Dalam pada itu, expected service juga dipengaruhi
oleh word the mouth (kata-kata yang diucapkan), personal needs (kebutuhan pribadi),
past experience (pengalaman masa lalu), dan external communications (komuinikasi
eksternal). Perpaduan antara expecfed service dan preceived service yang terwujud
hanyalah preceived service quality, yaitu layanan yang bisa diberikan berdasarkan apa
yang dimengerti oleh birokrasi. Meskipun expected service diperkuat oleh pengaruh
lima variabel lainnya disamping dilatarbelakangi oleh dimensi-dimensi mutu layanan,
outcome-nya tetap saja mutu layanan yang diberikan adalah sebatas yang dimengeri oleh
birokrast.

Menurut Suwandi (Mulyawati, 2003:14) bahwa salah satu, elemen utama yang
membentuk pemerintahan daerah adalah adanya pelayanan Gmum (publik service)
sebagai hasil akhir (end producf) dan interaksi antér €lemén-elemen pemerintahan
dacrah, Dengan demikian, maka salah satu fungsi ‘yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan. pemerintahan dacrah adalah fungsi
pelayanan masyarakat (public service'functions), yaitu fungsi yang berkaitan dengan
penyediaan fasilitas-fasilitas sasial masyarakat seperti jaringan jalan, listrik, air bersih,
pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan dan sebagainya.

Dalam menjalankan, fonigsinya, ada dua kelvaran (outputs) yang dihasilkan oleh
pemerintah daerah yaitu barang (goods) dan pelayanan (service). Output tersebut ada
yang bersifat pengaturan (regulatory/sofiware) dan yang bersifat provision of goods
(hardware). Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan pelayanan adalah hal-hal yang
bersifat regulatory (pengaturan) atau low enforcement (penegzkan hukum) seperti

mewajibkan penduduk memiliki KTP, pengurusan izin-izin, surat keterangan dan
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sebagainya, serta pelayanan dalam pengertian pemberian atau penyediaan pelayanan
dasar atas dasar tuntutan atau permintaan masyarakat (demand driven services) seperti
persampahan, penerangan jalan, kebersihan lingkungan, transportasi dan sebagainya.

Menurut Waworuntu (Zulkify, 2006:13) istilah pelayanan masyarakat adalah
terjemahan dalam Bahasa Inggris “public service”, atau dalam bahasa schari-hari istilah
pelayanan masyarakat sering disebut “Pelayanan Umum™. Sinambela (2008:14)
mendefinisikan pelayanan publik adalah pengadaan barang dan jasa publik, baik yang
dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Lebih lanjut Frederickson
(Sinambela, 2008:15) mengemukakan bahwa dalam pelayanan publik, efektivitas dan
efisiensi saja tidak dapat dijadikan patokan. Diperlukan ukuran lain yaitu keadilan,
sebab tanpa ukuran ini ketimpangan pelayanan tidek dapat dihindari. |

Kumiawan (Sinambela, 2008:5) mengartikan pelayanan publik adalah/pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara ‘Yang telah ditetapkan.
Selanjutnya menurut Kepmen PAN No. 63/KEP/MPAN/7/2003, pelayanan publik
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan‘oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhsi-penérima layanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanapiah (Zulkifly, 2006:25) membagi dua pengertian pelayanan masyarakat,
dalam arti luas dan arti sempit! Dalam arti luas, pengertian pelayanan masyarakat adalah
keseluruhan proses penyelenggaraan kepentingan umum/masyarakat yang dilaksanakan
oleh pemerintah ‘untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, keadilan sosial dan
kescjahteraan. Dalam arti sempit, pelayanan masyarakat berarti proses pelayanan tatap
muka yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Berbagai

pendapat dari pama ahli mengenai pelayanan umum, maka dari sudit pemerintahan,
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aspek pelayanan merupakan suatu hal yang esensial dalam aktifitas penyelenggaraan
tugas negara bahkan dapat dikatakan jiwa dari penyelenggaraan pemerintahan,
Adapun hakekat pelayanan umum menurut Boediono (Zulkifly, 2006:27) adalah :

1. Meningkatkan mutu dap produktifitas pelayanan tugas dan fungsi instansi
pemerintah di bidang pelayanan umum;

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan umum
dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisiensi
dan efektifitas); dan

3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam
membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Garvin (1987:36) mengemukakan 8 (delapan) dimensi yang dapat digunakan
untuk menganalisis karakteristik kualitas pelayanan adalah ;

Mempunyai kinerja yang dapat dipercaya (performance);

Ciri atan keistimewaan tambahan (fearures);

Keandalan / keberhasilan (reliability);

Kesesuaian terhadap spesifikasi (conformance to reqirements);

Daya tahan (durability);

Kemampuan pelayanan, kecepatan dan kenyamanan (service ability),
Daya, perasaan (gestetics); dan

Kualitas yang dirasakan (perceived quality).

@R ms oo o

Kedelapan dimensi pelayanan yang dikemukakan olelr~Garvin tersebut lebih
diprioritaskan kepada kualitas pelayanan jasa pada‘dunia’fisaha yang bersifat profit
margin.

Widjaya (Zulkify, 2006:28) mengatokan bahwa suatu sistemn pelayanan umum harus
mengacu pada empat faktor yang peniing.yakni :

Sistem, prosedur dan nietode;
Personal, terutama ditekankan pada perilaku;

Sarapa dan prasarana,dan
Masyarakat sebagai pclanggan.

Keempat faktor\tersebut sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan

PN -

pelayanan umum oleh pemerintah kepada masyarakat, dan mempunyai keterkaitan yang
sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Pemberian pelayanan umum sangat

ditunjang olch personal yang memiliki kualitas SDM yang handal. Kemndian tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



2012/40679

kalah penting yakni dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, serta

perilaku masyarakat yang taat kepada aturan yang berlaku.
c¢. Penyelenggaraan pelayanan publik

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan
publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang menpakan
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Bahkan Undang-
Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar
setigp warga negara demi kescjahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem
pemeriniah sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Surjadi (2009:9), dalam pengembangan kinerja pelayanan publik
senantiasa menyangkut tiga vnsur pokok, yaitu unsur kelembagaan” penyelenggara
pelayanan, proses pelayanan dan sumber daya manusia pemberi layanan. Dalam
hubungan ini maka upaya peningkatan kinerja pelaganan publik senantiasa berkenaan
dengan pengembangan ketiga unsur pokok ters¢but:

Kedudukan pemerintah selaku regulator’ dan penyedian layanan publik semakin
dituntut umtuk mengembangkan Kinerja pelayanan publik yang dapat mendorong
peningkatan kegiatan dar ‘Kelancaran birokrasi dalam melayani  kebutuhan
masyarakatnya. Dalam.memberikan pelayanan, aparatur harus lebih proaktif dalam
mencermati paradigma:bary yang menuntut kemampuan daya saing yang tinggi dalam
kegiatan pelayanan kebutuhan masyarakat,

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah akan

semakin tinggi mengingat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai
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warga negara semakin berkembang. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, tepat,
adil, transparan, efektif dan efisien.

Menurut Batinggi (Zulkifly, 2006:29) bahwa pelayanan umum dapat berhasil guna
apabila masyarakat’konsumen merasa puas, tolok ukumya adalah tidak adanya atau
kurangnya keluhan masyarakat’konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan umum
sehingga berdaya guna dan berhasil guna, maka pihak pemberi pelayanan sebaiknya
selalu berusaha memperbaiki diri dengan care memperbaiki dan melakukan kontrol
terbuka.

Konsep pelayanan yang kondusif untuk dikembangkan dalam otomomi daerah
adalah sistem pelayanan terpadu dengan pelayanan berkualitas, sebagaimana
diungkapkan oleh Salusu (Zutkifty, 2006:19), bahwa pelayanan yang berkualitas berarti
melayani konsumen sesuai dengan kebuimhan dan selera konsumen; Perigertian ini
memberikan pemahaman bahwa segala sesvatu berkajtan dengan,pelayanan, semuanya
sudah terukur ketepatannya karena yang diberikan adalah kualitas,

Menurut Fitzssimons yang dikutip oleh Rusli (Siranibela,”2008:7) bahwa terdapat
lima indikator pelayanan publik, yaitu :

1. Reliability, yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar;

2. Tangibles, yang ditandai dengin penyediaan yang memadai sumber daya

manusia dan sumber daya lainfiya;

3. Responsiveness, yang ditandaiydengan keinginan melayani konsumen dengan
cepat;

4, A.g:rance, yang ditdndai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam
memberikan pelayandn; dan

5. Emphaty, yang-ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan
kebutuhan konsumen.

Menurut Kristadi (Zulkifty, 2006:36), pelayanan masyarakat yang paling ideal
paling tidak memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu :
a. pelaysnan yang berorientasi kepada pasar dimana permintaan langganan atau
masyarakat bersama-sama dengan pelayanan yang dilakukan oleh pihak lain;

b. pelayanan yang semakin lama semakin meningkat sedangkan pemmintaan
masyarakat tidak boleh ditinggalkan. Apalagi manakala birokrasi telah
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memacunya untuk peningkatan permintaan, maka pelayanan yang ditempkan
tidak boleh mundur;

c. pelayanan harus dievaluasi, tidak saja keberhasilannya akan tetapi juga
kegagalan dari pelaksanaan sistem pelayanan yang diterapkan. Hasil dari
pelaksanaan suatu pelayanan harus dapat diukur dan kalau gagal dapat dipelajari
letak kesalahannya serta menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dimasa yang
akan datang agar kegagalan tidak terulang kembali. Demikian pula keberhasilan
yang diraih harus secara optimal diinformasikan kepada masyarakat schingga
mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat itu sendiri;

d. pelayanan yang kurang memperhatikan kedudukan konsumen/pengguna jasa
layanan yang secharusnya ditempatkan pada tempat yang strategis ditengah-
tengah svatu sistem pelayanan. Pelayanan yang karakteristik tidak berhadapan
langsung dengan kebutuhan masyarakat agar ditempatkan suatu sistem
pelayanan, dan bukan justru di barisan paling depan; dan

e. pelayanan yang kurang memperhatikan hirarki nilai kepuasan masyarekat,
schingga nilainya berbeda. Karena bagaimanapun kepuasan masyarakat
sebenarmnya memiliki nilai hirarki kepuasan mulia pada nilai tingkat dasar, nilai
yang diharapkan, dicita-citakan, dan nilai kepuasan yang tidak terduga.

4. Konsep retribusi dan pendapatau asli daerah (PAD)

a. Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, disebutkan babwa retribusi
daerah, yang sclanjutmya disebut retribusi adalah pungutan daerah’sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi aiau badan, Menurut Suparmoko
(Hatta, 2005:19) bahwa retribusi adalah, suafy’ pembayaran dari rakyat kepada
pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung
diterima dengan adanya pembayaran vetribusi tersebut. Untuk menilai manfaat retribusi
harus ditempuh melalui bébefapd langkah yaitu pertama, identifikasi manfaat fisik yang
dapat divkur besarnya; ‘dan kedua, penerapan nilai rupish dengan cara menggunakan
harga pasar atau harga barang pengganti atau dengan mengadakan survei tentang
kesedizan membayar.

Menurut Kaho (2005:171), retribusi dacrah didefinisikan sebagai pungutan daerah

sebagai pembayaran atas permakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha
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atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah
baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan defenisi-definisi tersebut, maka karakteristik retribusi daerah dapat
diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku
umumy);

b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan
mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang
membayarnya;

c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam
jasa yang disediakan daemh; dan

d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,
menetapkan obyek retribusi daerah terdiri dari :

a. Retribusi jasa umnum, adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfastan dmum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atau jasa yang disediakan olch pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersial karena psda. desamya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta; dan

c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pemberian izin kepadaordng pribadi alau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,/pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindiingt kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Obyek, jenis dan svbyek retribusi, daérah diatur lebih lapjut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun{2001. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemeritah tersebut,

diuraikan hahwa ;

(1) Obyek retribusi‘jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
pemeririahdaefah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

(2) Jenis retribusi jasa umum, adalah retribusi pelayanan kesechatan, retribusi
pelayanan persampahan / kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP
dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayal,
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar,
retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam
kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian
kapel perikanan; dan
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(3) Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umurmn yang bersangkutan.

Dalam Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemeritah tersebut, diuraikan
bahwa :

(1) Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersial;

(2) Jenis retribusi jasa usaha, adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah,
retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi
terminal; retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan
/pesanggerahan / villa, refribusi penyedotan kakus, retribust rumah potong
hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan
olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, dan retribusi pengolahan limbah
cair; dan

(3) Subyek retribusi jasa usaha, adalah omang pribadi atau badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan,

Dalam Pasal 4 ayat (i) sampai ayat (3} Peraturan Pemeritah tersebut, diuraikan
bahwa :

(1) Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentw, pefnierintah daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau” badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendslian;’dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggumaan sumber/daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melinidungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan;

(2) Jenis retribusi perizinan tertentu, adalah :/retribisi izin mendirikan bangunan
(IMB), retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; retribusi izin
gangguan, dan retribusi izin trayek; dan

(3) Subyek retribusi perizinan tertemiu jadalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin tertentu dar pemerintah daerah.

Berdasarkan jenis retribusi yafg diuraikan, maka retribusi izin mendirikan
bangunan (IMB) yang dilaksanakan di kabupaten Wakatobi termasuk dalam golongan
retribusi perizinan tertéitu,, S¢suai dengan jenis retribusi yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah ‘otonom, maka sebelum melakukan pemungutan retribusi, terlebih
dahulu harus membentuk peraturan dacrah yang berkenaan dengan retribusi dimaksud
dan harus diundangkan dalam lembaran daerah.

Menurut Mardiasmo (2002), retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan

peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :
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a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada

daerah dalam rangka asas desentralisasi;

b. Perizinan tersebut benar-benar dipergunakan melindungi kepentingan

umum; dan

c. Biaya yang menjadi bebam daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut

dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut
cukup besar schingga dibiayai dari retribusi perizinan.
b. Pendapatan asll daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah dacrah,
dijelaskan bahwa sebagai perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab, daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber daya
kenangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan antara keuangan pemerintah pusat
dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam
sistem pemerintahan daerah. Kewenangan untuk menggali sumber keuangan sendiri
merupakan salah satu kewenangan pemerintah daersh untuk berupaya mieningkatkan
pendapatan asli daerahnya sendiri. Setiap dacrah dituntut untuk menggali sumber-
sumber penerimaan daerah yang dimiliki guna meningkatkan ‘Kemampuan keuangan
daerah.

Menurut Rasyid (Rahmawati, 2005:23) bahwa “ciri utama yang menunjukkan suatu
daerah otonom mampu menyelenggarakan ~otonomi daerahnya, terletak pada
kemampuan keusngan daerah. Artinya,, deerah otonom harus memiliki kemampuan
untuk menggali sumber-sumber/-keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan
keuangan sendiri yang cukup/untuk membiayai penyelenggarsan pemerintahan di
daerahnya. Untuk itu\dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan
keuangan yang melekat pada setiap daerah menjadi kewenangan daerah”.

Kaho (1997) yang mengutip pendapat Wajong (Rahmawati, 2005:38) menégaskan
bahwa “Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan

efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan... Dan
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keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata
kemampuan daerah dalam mengurus nimah tangganya sendiri”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pendapatan
asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan dacrah dalam pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi dacrah, disamping penerimaan dari dana perimbangan dan
lain-lain pendapatan yang sah. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,
disebutkan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendapatan asti daerah
(PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuei dengan potensi dacrah sebagai perwujudan
desentralisasi.

Menurut Deddy & Dadang (Putra, 2004:12), pendapatan asli daerah’ atau sering
disingkat dengan notasi PAD adalah penerimaan yang dipergleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdadarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Komponen dari PAD sendin
terdiri dari pajak daerah, retribusi dacrah, ha$il-perdsahaan daerah dan hasil pengelolaan
kekayaen dacrah lainnya yang dipisatikan serta lain-lain pendapatan asli dacrah yang
sah.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan
bahwa, diera otonomi, daersh sckarang ini, maka penerimaan dacrah yang bersumber
dari pendapatan ssli daerah (PAD) akan menjadi tumpuan dalam membiayai
pelaksanaan roda pemerintahan dan program-program pembangunan. Bahkan dapat
dikatakan babwe salah satu tolok ukur kemandirian suatu daerah dalam berotonomi
tidak Iain tercermin dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli dacrah (PAD) dapat

menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
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Adapun penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi

mndikator dalam penelitian ini adalah hasil retribusi dacrah dari sektor izin mendirikan

bangunan (IMB).

5. Hasil penelitian terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang

memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyawati (2003) tentang Evaluasi Kinerja
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Unit Pelayanan Satu Atap
Kabupaten Garut, hasil penelitian menyimpulkan bahwa :

- Pertama, Kinerja yang dicapai dalam proses pembuatan IMB yaitu 2,99 atau
mendekati cukup baik, dan berdasarkan tingkat kepentingan, adatkesenjangan
antara tingkat kinerja dengan kepentingan sebesar -1,27 yang berarti bahwa
tingkat kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi {ingkat kepentingan atau
belum puas. Sedangkan berdasarkan analisis tingkatkepuasan pegawai sebesar
70,19% berada pada tingkat pvas, meskipun'belurn mencapai kepuasan yang
optimal;

- Kedua, kinerja yang dicapai pada penyampaian layanan IMB yaitu 3,19 atau
cukup baik, dan berdasarkadi )tingkat kepentingan, ada kesenjangan antara
tingkat kinerja dengdn, kepentingan sebesar -0,99 yang berarti tingkat kinerja
yang dicapai belum dapat memenuhi tingkat kepentingan atau belum puas.
Sedangkan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan IMB
sebesar 76,32 %, yang berarti berada pada tingkat puas, meskipun belum
mencapai kepuasan optimat {100%); dan

- Ketiga, faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan

kualitas pelayapan, berdasarkan penilalan pegawai yaitu kenyamanan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



2812/40679

kebersihan, kerzpthan ruang kerja, sarana telekomunikasi, kondisi dan
kecukupan peralatan kantor, kesesuaian penghasilan dibanding beban kerja,
kompensasi dan bonus, kemudahan menggunakan peralatan kantor dan
kemudahan menyampaikan keluhan. Sedangkan berdasarkan penilaian
masyarakat pengguna layanan yaitu kondisi dan kecukupan peralatan pelayanan
di Kantor Unit Pelayanan Satu Atap, meliputi kemampuan memenuhi ketepatan
waktu penyelesaian IMB dan kejujuran pegawal.

2, Penelitian yang dilakukan Suparman {2002) tentang Efektivitas Pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan Dalam Kota Tangerang (Studi Kasus Di Kecamatan Ciledug
Kota Tangerang), dengan hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan izin
mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug belum memuaskan dan tidak sesuai
harapan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis terhadap efektivitas/pelayanan
dilihat dari variabel struktur organisasi dengan skor cukup atau sebesar 70,89 %,
variabel kewcnangan mendapat skor baik atau 84,2595, din” vanabel kualitas
pelayanan mendapat skor baik atau 84,53 %. Sédangkan efektivitas pelayanan
dilihat secara menyeluruh dari gabungan persentase atau skor masing-masing
variabel yang diamati, menunjukkan skér-cukdp atau 73,80 %. Hasil skor tersebut
membuktikan bahwa faktor struktir organisasi, kewenangan dan kualitas pelayanan
berpengaruh terhadap efektivitas” pelayanan izin mendirikan bangunan di
Kecamatan Ciledug.

3. Penelitian yang dilakukan M. Harry Mulya Zein (2002) tentang Faktor-Faktor
Yang Mempengarthi Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) di Kota Tangerang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :

. Pertama, faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan agar dilaksanakan
sesuai dengan harapan masyarakat dalam pembuatan IMB adalah ketepatan

waktu dan kemampuan organisasi atau lembaga menyelesaikan permasalahan
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yang timbul, melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat pengguna
izin, peningkatan pengetahuan dan kecakapan SDM, serta kebersihan dan
kerapian ruangan tempat bekerja;

- Kedua, faktor-faktor yang perlu dipertahankan pelaksanaannya, karena sudah
sesuai dengan harapan masyarakat dalam pembuatan IMB adalah cepat tanggap
terhadap keluhan yang disampaikan oleh pemohon izin, keamanan dan
kenyamanan, pelayanan yang ramah serta selalu siap menolong, serta penataan
eksterior dan interior ruang tempat bekerja dengan baik;

- Keriga, faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat dalam
pembuatan IMB adalah memberikan perhatian secars individu kepada
masyarakat pengguna izin; dan ‘.

- Keempat, tidak terdapat faktor-faktor yang pelaksanaannya sidah’ dilakukan
dengan sangat baik, namun dinilai kurang penting oleh masyarakat dalam
pembuatan IMB karena terkesan dianggap berlebihap:

4. Penelitian yang dilakukan oleh Amin Tjakraamidjdys’(1995) tentang Pelaksanaan
Perbaikan Prosedur Pelayanan [zin Mendirikan Prasarana (IMP) di Dinas PU DKI
Jakarta. Penelitian in ditujukan untuk perbaikan pelayanan proses Izin Mendirikan
Prasarana agar dapat memenuhi harapan pemohon pada khususnya dan masyarakat
luas pada umumnya. Kesimipulan-hasil penclitian adalah bahwa proses pelayanan
IMP sudah tidak sesusi Jagi dengan kondisi lingkungannya., Untuk itu perlu
diadakan suatu perobahan yang mendasar dengan mengsdakan Rekayasa Ulang
terhadap proses pelayanan IMP.

5. A. Zulkifly (2006), melalui studi tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kota
Makassar, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan KTF yang
ditentukan oleh prosedur dan proses pelayanan mengacu kepada kriteria pelayanan

KTP yang belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan
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KTP adalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta perilaku masyarakat.

| Masing-masing faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap sistem pelayanan
KTP yang menunjukkan efektifitas pelayanan KTP cukup efektif di mana aparat
:l telah menerapkan sistem pelayanan KTP yang berlaku, dengan mengakses data

i sesuai dengan mekanisme prosedur kerja yang telah ditetapkan,

B. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan otonomi daerah melalui pemberlakukan undang-undang nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip otonomi luas, nyata
dan bertanggung jawab, telah memberi kewenangan kepada daerah otonom untuk
menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang antara lain bersumber dari
i retribusi daerah. Tindak lanjut dari pemberian kewenangan tersebul, secara langsung
| menuntut pemerintah daerah selaku regulator dalam penyelenggaraan, pefficrintahan dan
| pembangunan di daerah umtuk menetapkan kebijakan daerah menyangkut retribusi
daerah tersebut dalam bentuk peraturan daerah, scbagal ~dasar hukum dalam
implementasinya.

Demikian halnya dengan Kabupaten Wakatobi sebagai sebuah daerah otonom,
' maka untuk menggali dan meningkatked pendapatan asli daerah yang bersumber dari
retribusi daerah, perlu menetapkah.Kébtjakan pelaksanaan retribusi dacrah melalui
i peraturan daerah. Pcnémpm Kebijakan retribusi tersebut temtu didasarkan pada
i kebutuhan dan tuntutan dinamika penyelcnggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
di kabupaten Wakatabi.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi di bidang retribusi
| dacrah yang telah menjadi produk hukum dan ditetapkan pelaksansannya adalah
i Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Penerapan kebijakan IMB ini pada dasamya bertujuan untuk memberikan kontribusi
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bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus mengendalikan kegiatan
pemanfaatan ruang oleh berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh
masyarakat, swasata maupun pemerintah di Kabupaten Wakatobi.

Walaupun telah diatur dengan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk
mengimplementasikan  kebijakan tersebut, namun bila mencermati kenyataan
pengimplementasian kebijakan IMB tersebut, ada kecenderungan bahwa sasaran
implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pelayanan izin mendirikan
bangunan (IMB) di kabupaten Wakatobi belum terlaksana dengan baik dan efektif
sebapaimana yang diharapkan, yang disebabkan oleh beberapa faktor baik langsung-
maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kontribusi penerimaan retribusi
IMB bagi pendapatan asli dacrah masih sangat kecil bahkan ada kecenderungan
menurun dari tahun ketahun. Dengan demikian perlu dicari faktor-faktGr apa yang
mempengarchi implementasi kebijakan pelayanan IMB, dalam, ‘nieningkatkan
.pendapatan asti daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobi.

Sebagai suatu kebijakan dacrah yang sifatnya pengstiran, dalam arti mempunyai
kekuatan untuk dipatuhi dan ditaati oieh seluruh komponen masyarakat yang akan
melaksanakan pembangunan, maka kebefiasilaft” pencapaian tujuan dan sasaran
kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh efekiifitas implementasi kebijakan dan tingkat
kualitas pelayanan yang diberikad dalani penerapannya di lapangan.

Dalam hal inj implementssi kebijakan IMB merupakan pelaksanaan kebijakan IMB
yang telah diromuskan'\sebeiumnya oleh pemerintah doerah, yang dijabarkan dalam
peraturan daersh guni mengatasi penmasalahan yang dihadapi. Efektiftias implementasi
kebijakan IMB iersehut memerlukan input sumber daya manusia sebagai pelaksana,
sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, komitmen pelaku-pelaku
yang terkait, standar operasional prosedur dan tingkat pengawasan untuk mengendalikan

dan menegakkan pelaksanaannya. Dengan demikian efektifitas implementasi kebijakan
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ini dapat dilihat dari terjadinya kesesusian antara pelaksanaan/penerapan kebijakan
dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/hasil
yang positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Kualitas pelayanan adalah bentuk pelayanan yang menekankan pada pentingnya
pemenuhan harapan dan kebutuhan pelanggan, sehingga dapat memberikan kepuasan
kepada pelanggan. Kualitas pelayanan diukur dengan melihat tingkat kesenjangan antara
harapan atau keinginan pelanggan dengan persepsi mereka terhadap produk yang
dihasilkan atau jasa pelayanan yang mereka terima dari penyedia jasa. Adapun indikator
vntuk mengukur kualitas pelayanan dalam pelayanan IMB tersebuat, meliputi :
keandalan pelayanan yang diberikan yang ditunjukkan oleh kemudahan dan
kenyamanan pelayanan kepada pelanggan; penampilan fisik dan fasilitas pelayanan
yang tersedie; ketanggapan aparat dalam melayani konsumen dengan cepat’dan tepat,
adanya jaminan dan perhatian terhadap dalam memberikan pelayanan; dan tingkat
kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Implementasi kebijakan yang efektif dan kualitss pelayanan yang baik dalam
melaksanakan kebijakan IMB, sccara langsung akan” berdampak pada semakin
optimalnya penerimaan potensi retribusi IMB;, yarig bersumber dari retribusi kegiatan
pendirian bangunan rumah tinggal dan ‘banmgunan jasa usaha lainnya, baik yang
dilaksanakan oleh masyarakat;“)swasta maupun pemerintah. Dengan demikian,
implementasi kebijakan pélaganan IMB terscbut akan dapat mewujudken sasaran
kebijakan, yaitu meningkatkan PAD kabupaten Wakatobi. Dalam hal ini, pengukuran
peningkatan PAD ‘tersebut didasarkan pada meningkatnya penerimaan dan kontribusi
retribusi IMB terhadap penerimaan PAD kabupaten Wakatobi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka gambaran mengenai kerangka berpikir dalam

penelitian inj disajikan pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 BAGAN KERANGKA BERPIKIR

Kebijakan IMB /
Perda Nomor 14 Tahun 20605

Implementasi Kebijakan
1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
2. Peningkatan PAD.

ktif |

Belnm Berjalan Efe

Faktor-Faktor Berpengarah T

1. Faktor Kualitas Pelayanan
a. Reliability;
b. Tangibles;
c. Responsiveness;
d. Assurance; dan
e. Empati

2. Faktor ImplementaSi Kebijakan [§
a. Kompetensi Staf; i
b. Tingkat Péagawasan;
¢. Dukungan Politik;
d. Sarana dau Prasarana;
¢./Komnpikasi; dan
.\ Prosedur Kerja.

Efektifitas Implementasi
Kebijakan i

> Meningkatnya Kontribusi IMB Bagi |
PAD Kabnpaten Wakatobi.
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C. Definisi Konsep dan Operasional

Untuk memberikan penckanan terhadap arah penelitian ini dan sekaligus
keseragaman persepsi, maka dikemukakan defenisi operasional penelitian, yaitu sebagai
berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pelayanan [zin Mendirikan Bangunan (IMB) di kabupaten
Wakatobi dijartikan sebagaj pemberlakuan suate peraturan perundang-undangan di
tengah-tengah  masyarakat yang diharapkan dapat mencapai sasaran
implementasinya, yaitu :

a. Mengarahkan dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang; dan

b. Meningkatkan PAD.

Dengan pertimbangan bahwa kedua indikator fersebut di atas merupakanr proses

pelaksanazan kebijakan pemerintah dacrah dan bentuk hasil akhir yang.ingin dicapai

dengan dikeluarkannya kcbijakan tersebut, khususnya menyangkut retribusi izin

mendirikan bangunan, yang dimulai dengan apakah'.kebijakan tersebut (1)

Memberikan kontribusi terhadap peningkatan PADutamanya adalah kegiatan

pembangunan bangunan perumahan, pertgkoan, hotel dan bangunan jasa lainnya

yang dilakukan oleh masyarakat dan/pengusaha properti, sebagai bentuk partisipasi
dan kesadaran masyarakat untik melaksanakan kewajibannya membayar retribusi

IMB sesuai Perda Nomor 4 “tahun 2005, kemudian bagaimana (2) pelaksanaan

ketentuan IMB berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, utamanya

menyangkut &epatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pemberlakukan
ketentuan mengénai IMB maupun efektifitas pelaksanaan terhadap kebijakan IMB
yang dilakukan oleh instansi teknis terkait.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan izin

mendirikan bangunan (IMB) dalam peneclitian ini adalah faktor-faktor yang
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mempengaruhi  diterapkannya peraturan daersh tersebut

masyarakat, meliputi :

a  Faktor implementasi kebijakan, mencakup aspek :

Kompetensi staf;
Tingkat pengawasan,
Dukungan politik;
Sarana dan prasarana;
Komunikasi; dan

Prosedur Kerja

b. Faktor Kualitas Pelayanan, mencakup aspek :

Reliability;
Tangibles;
Responsiveness;
Assurance; dan

Empati.
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di tengah-tengah

3. Retribusi IMB adalah iuran yang dilakukan.oleh ¢rang pribadi atau badan kepada

pemerintah daerah sebagai imbalan langsung atas penggunaan jasa / fasilitas yang

disediakan dalam proses penerbitdn sertifikat IMB.
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BAB I

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan rumnsan masalzhnya, maka penelidan ini termasuk penelitian
deskriptif kualitatif, yaite melakukan pengamatan terhadap aspek-aspek yang terkait
dengan implementasi kebijakan dan pelayanan izin mendirikan bangunan, kemudian
mendeskripsikan aspek-aspek tersebut berdasarkan fakta-fakia yang diperoleh dari
lapangan. Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti akan
mengumpulkan data sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti, yaitu aspek implementasi
kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) dan aspek kualitas pélayanan izin
mendirikan bangunan (IMB).

Untuk menemukan fakta-fakta yang diamati mengenai dmpleméntasi kebijakan
pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB), maka dalam stddi’ini peneliti melakukan
studi lapangan yaitu dengan cara melakukan observisi dan investigasi melalui
wawancara dengan informan kunci serte mengumpulkan informasi-informasi lain dalam

bcﬁtuk tulisan-tulisan maupun laporan-lajoran yang berada di tempat penelitian.

B. Informan Penelitian

Adapun informan dalam ‘périclitian ini meliputi Kepala Dinas Tata Ruang KP3K
Kabupaten Wakatohi,\ Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Wakatobi, Kepala/ Dinas Pendapatan, Pengelelaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Wakatobi, Kepala Bidang Tata Bangunan, Dinas Tata Ruang KP3K
Kabupaten Wakatobi, Kepala Scksi Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Tata

Bangunan, Dinas Tata Ruang KP3K Kabupaten Wakatobi, Camat di wilayah Kabupaten
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Wakatobi, Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dan anggota masyarakat di Kabupaten

Wakatobi yang sudah dan belum mengurus IMB sebanyak 12 orang.

C. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini peneliti
menggunakan instrumen ;

1. Pedoman wawancara, yaitu kumpulan daftar pertanyaan yang akan menjadi
pedoman untuk melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada
informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi, yaitu data dan informasi dalam bentuk buku, Japoran dan literatur
kepustakaan lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

3. Lembar Observasi, yaitu lembar panduan dan catatan mengenai obyek-abyek yang

diamati pada lokasi / tempat penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari'datd primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh dari sejumlah informan. Adapun data sekunder
adalah dats yang diperoleh dari dokumen-dokpmern dan referensi yang dianggap relevan
dengan masalah yang akan diteliti.

Prosedur pengumpulan datd yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Wawancara, yakni membefikan pertanyaan kepada informan kunci pada lokasi
pengumpulan .data. ‘dengan wawancara terstruktur melalui instrumen daftar
pertanyaan yang telah ditetapkan dan tanya jawab secara langsung.

2. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data dan informasi lain dalam bentuk

buku atau laporan lain, serta mengkaji dan menelaah buku-buku dan literatur

kepustakaan lain yang ada hubungannya obyek penelitian.
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3. Observasi, yakni peneliti terjun langsung ke lokasi / tempat penelitian dengan
melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti, schingga mendapatkan

data-data yang faktual dari obyek tersebut.

Semus data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa pejabat struktural instans terkati dalamn
lingkup pemerintah daersh Kabupaten Wakatobi, anggota DPRD dan masyarakat selaku
pengguna jasa yang telah mengurus IMB, guna untuk mengetahut sejauh mana perkembangan
implementasi kebijakan peleyanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Wakatobi.
Dokurnentasi dilakukan dengan mengunjungi beberapa instansi pemerintah di kabupaten
Wakatobi dengan maksud mengumpulkan data-data dan informasi lain yang terkait dengan
obyek penelitian, melipuii data jumlah bangunan, data realiasi retribusi IMB dan data realisasi

pendapatan asli daerah (PAD).

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian dianalisis ‘dengan metode deskriptif
kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk\memberikan penggambaran data
dan informasi mengenai kondisi faktval implementasi kebijekan pelayanan IMB dalam
hubumgannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wakatobi dan
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan IMB her-sebut.
Kemudian dihubungkan desigan aspek-aspek yang telah ditentukan untuk memperoleh
penggambaran mengefiai tihgkat kesesuaian impelementasi kebijakan dan pelayanan
IMB tersebut, sérta\mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi IMB
terhadap PAD Kabupaten Wakatobi.

Agar hasil penelitian ini memiliki tingkat kepcm#yaan yang tinggi scsuai dengan

fakta di lapangan, maka peneliti akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
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1. Memperpanjang pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat karena dalam
penelitian kualitatif, peneliti adalah merupakan instrumen utama dari penelitian it
sendiri;

2. Melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh;

3. Melakukan triangulasi dalam semua elemen penelitian, sehingga memungkinkan
diperoleh informasi seluas-luasnya dan selengkap-lengkapnya. Langkah ini
dilakukan untuk melakukan pengujian keabsahan data yang telah dikumpulkan
dengan cara; a) menguji data yang berasal dari hasil wawancara dengan data hasil
pengamatan lapangan dan scterusnya (triangulasi metode); b) menguji informasi
yang diperoleh dari seorang informan dengan informasi yang diperoleh dani
informan lainnya (triangulasi sumber); ¢) membandingkan bagaimana penuturan
informan jika dalam keadaan ada orang lain dengan dalam keadaan Sendirian
(triangulasi situasi); dan d) melihat apakah ada keterkaitan penjelasan dan analisis
atau tidak, antara satu teori dengan teori lain terhadap hasit penelitian (triangulasi
teori). Jika dalam pemeriksaan yang dilakukan sebdgaimana disebutkan di atas
ternyata tidak sama jawaban informan atau ada perbedaan data atau informasi yang
ditemukan, maka peneliti akan melakiikan—pemeriksaan lebih lanjut, sehingga
diketahui informasi yang mana yang benar
Untuk mengumpulkan data”dan-informasi dari setiap informan, maka peneliti
terlebih dahulu akan mengumpulkan data identitas dari setiap informan dari instansi
teknis terkait, kesmhpdian mendatangi atau menemui setiep informan untuk
selanjutnya, dilaknikan wawancara / tanya jawab.

4. Melakukan analisis serta melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data;
dan

$. Mempelajari dokumen-dokumen yang relevan.
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BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang divraikan sebelumnya, maka simpulan yang dapat
ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten
Wakatobi dapat dikatakan belum berjalan efektif atau belum sesuai yang
diharapkan oleh pemerintah daerah. Belum efektifnya implementasi kebijakan
pelayanan IMB di Kabupaten Wakatobi ditunjukkan oleh belum efektifnya
penerapan ketentuan wajib memiliki IMB, kelentuan wajib memenuhi persyaratan
tata bangunan dan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan IMB, dalam setiap
kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan.” Faktor yang
menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan pelayanan IMB tersebut
adalah faktor implementasi kebijakan yang, befuniberjalan baik, meliputi
kompetensi staf yang belum memadai, tingkat pémgawasan yang masih lemah,
dukungan politik yang diberikan oleh \legislatif (DPRD) yang masih lemah dan
tingkat komunikasi yang befum/berjalan baik; dan

2. Kontribusi penerimaan  setribusi” IMB terhadap peningkatan PAD Kabupaten
Wakatobi dapat dikatakan masih cukup rendah. Penerimaan retribusi IMB yang
dihasilkan selama “emipat tahun implementasi kebijakan IMB baru mencapai
Rp. 1.538:2711379,00, atau rata-rata sebesar Rp. 384.567.845,00, per tahunnya
dengan prosentase rata-rata sebesar 19,58 % per tahun. Nilai kontribusi tersebut
dapat dikatakan belum eukup signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap

peningkatan PAD bagi Kabupaten Wakatobi.
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B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan sebelumnya, maka saran vang dapat
dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Wakatobi perlu meningkatkan kompetensi aparatur melaiui kegiatan
pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, guna menciptakan aparatur yang handal
dan memahami tugasaya;

2. Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Wakatobi perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian di
lapangan secara ketat dan terpadu terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik
yang dilaksanakan oleh masyarakat, guna meningkatkan ketaatan dan kepatuhan
masyarakat tentang pentingnya memiliki IMB dalam setiap kegiatan, mendirikan
bangunan;

3. Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakamian dax’ Pemadam Kebakaran
Kabupaten Wakatobi perlu meningkalkan kegiatad sosialisasi tentang kebijakan
IMB, baik melalui penyuluhan maupun pi€lajui media massa, utamanya melalui
media dengan jangkauan penyebarap luas di‘masyarakat, seperti surat kabar, radio
maupun televisi lokal. Melalujdangkah-dan upaya tersebut maka masyarakat dapat
mengetahui dan mendapatkan-informasi yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan
IMB di Kabupaten Wakatebi; dan

4. Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten\, Wakatobi dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu harus
mengupayakan percepatan penetapan aturan tentang standar operasional prosedur
pengurusan IMB sehingga aturan tersebut dapat disosialisasikan dan dipublikasikan

secara luas kepada masyarakat.
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akan menjadi bahan berharga guna penyelesaian tesis penulis. Tepma kasih.

Peneliti,

RAHMAN AGUS
NIM. 015547338

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14512/40679

I. PERTANYAAN UNTUK APARAT PEMERINTAH DAERAH
Identitas Tnforman

Nama

Usia

Pendidikan Terakhir

Pangksat / Golongan

Jabatan

Unit Kerja

Pendidikan Terakhir

Pendidikan dan Jatihan yang permah diikuti :
a. Diklat struktural

............................

b. Diklat Penjenjangan :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Faktor Implementasi Kebijakan IMB

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan kebijakan pelayanan IMB sudah saatnya
untuk dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi?
Tolong jelaskan alasannya ........o..oveeeeiento B e snirssca s

2. Menurut Bapak/Ibu, apa urgenSi\implémentasi kebijakan pelayanan IMB di
Kabupaten Wakatobi ? Tolohg G1askan ................... e

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana melihat implementasi kebijakan pelayanan IMB
yang dilaksanakan-oleh Dinas Tata Ruang KP3K Kab. Wakatobi maupun
instansj tEIKATt JAINY2 7 ..covivrereriveriorraciianiiieiiesnecsaenintsrnnrosatsossrons s

4. Menurut Bapak/Tbu, bagaimana penerapan ketentuan wajib memiliki IMB yang
dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang KP3K terhadap setiap kegiatan mendirikan

bangunan maupun mengubah bangunan? .........covviiiiii
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Tolong Bapak/Ibu dijelaskan bagaimana realita penerapannya selama ini di

lapangan ? ......

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penerapan Kketentuan wajib memenuhi
persyaratan tata bangunan terhadap setisp kegiatan mendirikan bangunan

maupun mengubah bangunan? ..o e

Tolong Bapak/Ibu dijelaskan bagaimana realita penerapannya selama ini di
JAPANRAN | o.vverevevenerireaerissmsi s dia s sisss s st ssss s oo e esear e s sen e s e e nemn
6. Menurut Bapak/lbu, scjauh mana penerapan Kketentuan sanksi terhadap
pelanggaran aturan IMB yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang KP3K dalam
setiap kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan? ............
Tolong dijelaskan ! ........cocvvvienivrnnimuiiimnimrinae e e e e
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan IMB selama ini sudah“berdasarkan pada
kebijakan pemerintah daerah mengenai retribusi IMB.2 (. /<o

.................................................................................................

8. Bagaiamana pandangan Bapak/Ibu tentang ‘peranan SDM aparat dalam
implementasi kebijakan pelayanan IMB,di-Kab. Wakatobi ? ..........................

9, Menurut Bapak/Ibu, apakah Kompetensi staf yang bertugas yang mengurusi
kebijakan dan pelayanad IMB sudah memenuhi kriteria yang diinginkan ?

Tolong dijelaskan . 2. 44 ..., weramessesssassnaras

...............................................................................................

10. Tolong+Bapak/ibu jelaskan scjavh mana langkah-langkah pengawasan yang

sudah dilakukan dalam menunjang implementasi kebijakan IMB di Kabupaten

Wakatobi? ......oeoeeriacinenns

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14%2/40679

11. Menurut Bepak /Ibu, seberapa besar dukungan politik yang diberikan, oleh pihak
eksekutif maupun legislatif dalam implementasi kebijakan pelayanan IMB di
Kabupaten Wakatobi 7 .....coccuiieireniiiiiiiriniinie e
Tolong dijelaskan bagaimana bentuk dukungan politik yang diberikan oleh
pihak-pihak tersebut ! .....cooviiiiiiiiiiiiiiiii i e e

12. Menurut Bapak/lbu, apakah sarana dan prasarana pendukung dalam
implementasi kebijakan dan pelayanan IMB sudah memadai atau belum ?

Tolong dijelBskan ! .........ocnmmemmriiiei i et e en e e

13. Tolong Bepak/Ibu jelaskan bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan untuk
menyebarluaskan informasi tentang implementasi kebijakanIMB ? ................

14, Menurut Bapak/Ibu, sudah sejauhmana tingkat komunikasi yang dilskvkan oleh
instansi teknis khususnya Dinas Tata Ruang KP3K dalam menunjang
implementasi kebijakan IMB ? Tolong dijelaskain ! . .o,

15. Tolong Bapak/Ibu jelaskan begaimana_mekanisme dan prosedur pengurusan
IMB yang dilaksanakan selama ini ? (. s7l oo

16. Apakah mekanisme dan prosedur pengurusan [MB tersebut telah mempermudah
masyarakat untuk menguus IMB™? ...
Mengapa banyak masyarskat yang kurang memahami prosedur pelayanan IMB ?
Tolong dijelasiKan ! . ...coeeremrmmmnimciimririiren e nraasreesaris e ee e saes

17. Banyak masyarakat mengeluh mengenai kualitas layanan dalam pengurusan IMB

yang relatif lambat, bagaimana tanggapan Bapalk/Ibu tentang hal ini ? ..............

LIYT LT A v

AR aBAR R R SRS YN ] [EEXEER LN T LI T Y S NN N R Y] R RS
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18. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa yang menyebabkan lambatnya pengurusan
IMB ? Tolong dijelaskan ! ..... ... i e e e
19. Apakah selama ini sudah sering dilakukan sosialisi tentang kebijakan pelayanan
IMB ? Sudah berapa kali 7 ...t e e e e as
20. Berdasarkan data bangunan yang ada, mengapa banyak masyarakat yang
mendirikan bangunan, belum mengurus IMB ? Tolong dijelaskan ! ..............
21. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus
IMB, tolong dijelaskan ! ...,
22. Menurut Bapak/Ibu, adakah kendala dalam mengimplementasikan kebijakan
pelayanan IMB 2 ... ooiuiiiiiii e
Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan
kebijakan pelayanan IMB ? Tolong dijelaskan ! .. ..o i,
23. Tolong Bapak/Ibu jelaskan langkah-langkah apa yang akan dan sudah dilakukan

untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan pelayanan IMB ? ......

.................................................................................................

.................................................................................................

B. Faktor Kualitas Pelayanan IMB

1. Menunut Bapak / Ibu, apakah-pemberian pelayanan IMB di Kabupaten Wakatobi
khususnya di Kantor yang/Bapak / Ibu pimpin sudeh dilaksanakan dengan tepat
dan benar ?

Tolong dijelaskamalasannya ........oveuereieeninniriirnsaneeiriarecaanaceer e

2. Menunit, Bapak/Tbu, apakah dalam pemberian pelayanan IMB di Kantor yang
Bapak/Ibu pimpin sudah memberikan penampilan yang terbaik, dari segi
aparatur pelayanan, kantor dan fasilitasnya maupun setifikat IMB yang

AIRASTIKAN? .....vvveniainaeeisreerrsncacr st arsesernsenraranasressoataenssanerssonsasas
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3. Menurut Bapak/Ibu, sejavh mana kepckaan atan daya tanggap aparat pada
Kantor yang Bapak/Ibu pimpin dalam memberikan pelayanan pengurusan IMB
sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat / konsumen yang dilayani ?

4. Tolong Bapak/Ibu jelaskan, sejauhmana aparat / petugas IMB di Kantor yang
Bapak/Tbu pimpin mampu memberikan jaminan layanan yang baik sehingga
dapat memuaskan harapan masyarakat/konsumen? .........c.ccooviieiirniciearannnns
Dan apakah mereka sudah mengedepankan aspek moral dan etika dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana menurut Bapak/Tbu ?

5. Sebagai pelayanan masyarakat, maka setiap pegawai senantiasi dituntut untuk
bersikap empati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/ bagaimana
menurut Bapak/Tbu ? ... R R e
Dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam pelayaran pengurusan IMB di
Kantor yang Bapak/Ibu pimpin sehingga dapat” memenuhi kebutuhan
masyarakat, tolong dijeiaskan ! ........ccoenniiistidinl,

C. Kebijakan Pelayanan IMB Dalam Meniagkaikan PAD

1. Menurut Bapak / Ibu, bagaimana. melihat implementasi kebijakan pelayanan IMB

terhadap peningkatan PAD kgbtipaten Wakatobi ? Tolong dijelaskan ? ...............

..................................................................................................

3. Apakah jumlah penerimaan IMB sudah sesvai yang dengan target yang

direncanakan ? Jika belom, mengapa demikian tolong dijelaskan ! .....................
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4. Menurut Bapak /Ibu, faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga penerimaan
retribusi IMB belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten
WAKALODE 7 1ovneninniii it e e ee e e e e

5. Menurut Bapak /Ibu, langkah-langkah dan upaya-upaya apa yang perlu dilakukan
agar implementasi kebijakan pelayana IMB dapat memberikan kontribusi terhadap

peningkatan PAD Kabupaten Wakatobi 2 .........cccociiiiiiiiniiiiiieei e vneennnns

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT / PELANGGAN
Identitas Informan

Nama

Usia

Pendidikan Terakhir
Pekerjaan

Alamat

Faktor Implementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan IMB

1. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang IMB ?

2. Dari mana Bapak / [bu mengetahuinya ?

3. Apakah Bapak / Ibu pernah mengikuti sosialisasi IMB ?

4. Menurut Bapak / Ibu, apakah sosialisasi IMB yang dilakukan oleh Dinas Tata
Ruang KP3K Kab. Wakatobi sudah cukup efektif ? Bagaimana\tangapan Bapak /
Tbu, tolong dijelaskan ..o M e

5. Apakah Bapak / Ibu sudah paham tentang pentingnya mengurus IMB ?

6. Sebagai warga negara, apakah Bapak/Ibu sudah. mengurus IMB 7 Jika sudah,
apakah Bapak puas dengan pelayanan aparat 270, ....c.oiiviiiiiiieneianrreniieseesenis
Jika belum kenapa ? Tolong dijelaskan ! ........cocoiiiiiiniiiiiniiiiiniiinnicnna.

Apakah bangunan yang Bapak/Ibu dirikan sudah memenuhi ketentuan persyaratan
tata bangunan yang diteiapkan dalam Perda ? Tolong dijelaskan ! ..................
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat lainnya di sekitar lingkungan Bapak / Ibu

tinggal sudah tahu dan paham tentang pentingnya harus mengurus IMB ? .............
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8. Apakah Bapak/Tbu mengetahui prosedur pengurusan IMB ? Bagaimana, tolong
dijelaskan ! .. ... e e e rr e ey
9. Menurut Bapak/lbu apakah prosedur pengurusan IMB cukup jelas ? Tolong
dijelaskan ! ...... ..o e et e
10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kualitas aparat / petugas Dinas Tata
Ruang dalam memberikan pelayanan IMB ? ........ccvviuieniieninarmiiracniineennnren.
11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelayanan IMB selama ini di Dinas Tata Ruang
KP3K Kabupaten Wakatobi, jika dilihat dari tampilan fisik fasilitas dan
perlengkapan yang dimiliki ? Tolong dijelaskan ! ........ccooviveveviiieriveneiiienane..
12. Menurut Bapak/Ibu, apakah aparat Dinas Tata Ruang KP3K sudah memberikan
pelayanan yang segera sesuai yang dijanjikan dan memuaskan dalam pengurusan
IMB ? Tolong dijelaskan ! ..........cvnieiiiieiiiicrcr e fee A e,
13. Tolong Bapak/Ibu jelaskan, apakah petugas pelayanan IMB \tanggap terhadap
harapan masyarakat akan pelayanan yang baik dan mudah 2./, ...t
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas pelayanan TMB sudah memberikan jaminan
layanan yang baik sesuai yang dinginkan masyarakat? Tolong dijelaskan ! ..........
15. Tolong Bapak/Ibu jelaskan, apakah pétugas pelayanan IMB mampu memahami
kebutuhan masyarakat akan pelayanan ‘yang mudah ? Tolong dijelaskan ! ..........

16. Tolong Bapak/Ibu jelaskan kendald-kendala apa yang dihadapi dalam pngurusan

17. Apa harapan Bapak/Iba kepada pemerintah daemh khususnya dalam proses

Terima kasik atas masukan dan jawabannya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


http:���.........�������.�.�.......................��.�.�������.�.������...���
http:��.�............�.����.�������..................�.���.������.��������������������

1532/40679

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1 | Kepala Dinas Tata Ruang Kalau  mengamati dinamika pembangunan dan
KP3K Kab, Wakatobi meningkatnya animo masyarakat dalam membangun, maka
kebijakan tentang IMB yang ditetapkan melaiui Perda
Nomor 14 Tahun 2005 sudah saatnya untuk
diimplementasikan secara efektif di kabupaten Wakatobi.
Karepa secara rill di lapangan, perkembangan dan
pertumbuhan bangunan yang telah menyebar tidak saja di
wilayah ibukota tapi juga diluar wilayah ibukota
merupakan potenst yang cukup signifikan bagi penerimaan
reiribusi IMB.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban  bangunan,
khususnya dalam upaya memelihara dan menaia wajah
kawasan perkotaan, maka diperlukan upaya peningkatan
pelayanan dalam bentuk pengawasan dan perizinan
bangunan. Penerbitan IMB bertujuan untuk memberikan |-
kepastian hukum, kenyamanan dan keamanan kepada
masyarakat pemilik bangunan, karena, dengan memiliki
IMB berarti suatu bangunan telah memenuhi unsur
kelayakan dari aspek teknis, ekologis\dan administrasi
untuk dibangun. Disamping itu,\ penerbitan IMB juga
bertujuan untuk meningkatkan, produktivitas dalam
penerimaan pendapatan asli“daerald (PAD) yang bersumber
dari retribusi IMB.

Jika mengkalkulasi” polensi” obyek retribusi IMB dari
banyaknya kegiatan ‘pembangunan fisik saat ini, maka
kedepan penerimaan refribusi IMB merupakan salah satu
sektor yang diandalkan scbagai penyumbang besar bagi
penerimaan PAL) di kabupaten Wakatobi. Karena itu dalam
implerfientasi kebijakan pelayanan IMB barus dilaksanakan
seoptimal mongkin,

Sudah jélas diatur dalam Perda bahwa setiap orang, badan
bukum manpun instansi pemerinteh yang akan mendirikan
banguman seharusnya mengurus IMB terlebih dahulu
sebejum mereka melaksanakan kegiatan pembangunannya,
karenz sertifikat IMB tersebut menjadi dasar yang
melegatkan bangunan yang mereka dirikan.

Memang ketentuan wajib memiliki IMB ini sudah kami
terapkan, walaupun realita yang terjadi selama ini belum
sesugi yang kanii harapkan karena masih banyak bangunan
yang didirikan tetapi tidak memiliki IMB. Tapi saya rasa
itu wajar karena aturan inikan belum lama diterapkan baru
sekitar 4 tahun, jadi masih banyak masyarakat yang belum
mengetahui dan memahami aturan ini.
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Sesuai aturan dalam Perda maka setiap bangunan yang
didirikan baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun
instansi pemerintgh harus memenvhi persyaratan teknis dan
administrasi. Dan selama ini kemi cukup hati-hati, karena
kalau persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka kami tidak
akan memproses IMB-nya.

Kalau bicara aturan seharusnya setiap bangunan yang
didirikan harus memenuhi persyaratan teknis bangunan,
walaupun realita yang terjadi selama ini masih banyak
bangunan yang melangpar aturan garis sempadan dan
KDB, karena rata-rata masyarakat tidak mengurus IMB
ketika mendirikan bangunan. Xarena itu kami tetap iegas
untuk tidak memproses IMB pada bangunan yang
melanggar persyaratan teknis maupun administrasinya.

Dalam Perda memang sudah diatur tentang pengenaan
sanksi bagi setiap bangunan yang melanggar ketentuan
IMB, tapi yang kami lakukan sclama ini masih bersifat
pembinaan saja dan belum ada tindakan-tindakan keras,
misalnya kami datang ke lokasi atau kami panggil mnereka
menghadap ke kantor lale kami berikan peringatan dan
teguran.

Tanggung jawab teknis ada pada Dinas_kami jadi selama
ini kami selalu berupaya untuk memberikan kemudahan
kepada masyarakat dalam pelayanan IMB ini, dan ini saya
sudah tekankan kepada pafa /aparat saya baik dalam
memberikan pelayanan di Xantormaupun dalam bertugas di
lapangan agar melaksapakar dengan sebaik-baiknya

Melihat realisasi jutnlab pérerimaan retribusi IMB selama
ini memang masih jauh dari sasaran yang diharapkan, baik
secara kuantitas maupun secara kualitas, karena jumlah
penerimaan_ yang -dihasilkan belum sebanding dengan
potensi, obyck- retribusi IMB yang ada di Kabupaten
Waksitobi.

Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam
implementasi  kebijakan IMB terutama menyangkut
penataan dan pengendalian bangunan, maka tentu Dinas
kami harus didukung staf yang memiliki kompetensi teknis
memadai.

Memang untuk saat ini kompetensi staf pada dinas kami
memang masih belum mencapai standar dan Kkriteria yang
diharapkan, bahkan ini juga masih ditambah dengan
minimnys jumlah personil staf yang diwniliki dinas kami,
sehingga ini menjadi salah satu kendala yang kami hadapi
dalam mengimplementasikan kebijakan [MB.
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Selama ini kami sudah melakukan langkah-langkah
pengawasan melalui kegiatan monitoring bangunan
walaupun ini sifafnya masih belum intens dan masih
terfokus pada wilayah ibukota, karena kami masih
sesuaikan dengan ketersediaan sumber daya staf yang ada
pada dinas kami.

Sejauh yang saya ikuti dalam setiap kali mengikuti rapat di
DPRD, jarang sekali kami mendengar pernyataan dan
pandangan dari anggota DPRD yang menyoroti bagaimana
implementasi kebijakan IMB.

Terus terang selama ini bapak Bupati mempunyai perhatian
sangat tinggi terhadap kebijakan IMB. Dalam setiap rapat
dan pertemuan beliau sering menegaskan agar instansi
tekmis terkait, khususnya Dinas Tata Ruang KP3K harus
menegakkan ketentuan mendirikan bangunan utamanya
menyangkut ketentuan garis sempadan.

Pada dasarmiya ketersediaan sarana dan prasarana pada
Dinas kami sudah cukup memadai untuk mendukung
implementasi kebijjakan [MB. Namun demikian, umtuk
meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kami kedepan
masih perlu penambahan beberapa sarana’ lagi seperti
perlengkapan kantor dan utamanya kendamsas operasional
lapangan yang sangat kami butuhkan‘wuntuk melakukan
patroli pengawasan dan pemantayan, bangunan.

Bentuk kegiatan yang sudih/ Kami lakukan untuk
menyebarluaskan informasi/dalam bubungannya dengan
pelaksanaan kebijakad IMBVini adalah melalui sosialisasi
atau penywluban<di \#idp kecamatan, juga melalyi
pemasangan papan Informasi IMB yang kami pasang di
seluruh wilayah keeamatan di kabupaten Wakatobi.

Pada dasdfiya kami berupaya untuk menerapkan prosedur
yang /apst| mémpermudah masyarakat untuk mengurus
IMRB, dan\prinsipnya scpanjang permohonan yang diajukan
sidah ‘memenuhi persyaratan yanpg ditetap kami langsung
memprosesnya secepat mungkin.

2 | Kepala Dinas Pendapatan,” | Setiep kebijakan daerah tenrtu kalan sudah ditetapkan

Pengelolaan Keuangan dan’ | seharusnya secepatnya diimpelementasikan di lapangan
Aset Daerah Kabh Wakatabj | sehingga masyarakat dapat memahaminya Jadi kalau
melihat laju pembangunan di kabupaten Wakatobi sekarang
ini, memang sudah saatnya diikuti dengan penerapan
kebijakan IMB kepada seluruh masyarakal.

Ragi kami, semua itu merupakan peluang untuk
menggenjot PAD kabupaten Wakatobi, apalagi dengan
kondisi alam kabupaten Wakatobi yang serba terbatas, jadi
memang kita harus memaksimalkan potensi yang ada.
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NO.

3 | Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kab,
Wakatobi

Selama ini realisasi pemerimaan retribusi IMB hampir
setiap tahunnya belum mencapaj target dan sasaran yang
ditetapkan sehingga sampai saat ini belum mampu
memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan
PAD Kabupaten Waleatobi.

Saya kira pemerintah khususnya instansi teknis harus tebih
konsisten karena dalam Perda sudah jelas aturannya kalau
setiap bangunan yang didirikan harus memiliki {MB.

Menurut saya sederhana saja, karena saya hanya melihat
dari sisi minimnya realisasi penerimaan retribusi IMB
selama ini, dan itu sudsh jadi ukuran kalau penerapan
ketertuan tersebut belum berjalan efektif.

Kita harus mengacu pada aturan yang ditetapkan karena
dalam Perda sudah tegas diatur, bahwa setiap bangunan
yang didirikan ada persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi, misalnya harus memenuhi aturan garis sempadan
jalan dan tidak membangun pada jalur hijau.

Sebagai aparat pemerimah sedikit banyak kami pabam
tentang aturan mendirikan bangunan, jadi menbnit saya
penerapan ketentuan tersebut berjalan ‘€fekiif, bahkan
secara kasat mata bisa dilihat banyak sekali bangunan yang
melanggar aturan garis sempadan alan, karena mereka
membangun terlalu dekat dengan jalan.

Kalau penerapan sanksi tersebut/dilaksanakan secara tegas
saya rasa tidak aka ada bdngunan yang melanggar aturan
IMB dan sudah pasti pénerimaan retribusi IMB kita akan
meningkat terus setigpighunnya

Pada dasarnya kami\ sebagai aparat pemerintah selalu
berupaya unhik memberiken pelayanan yang baik kepada
masyarakal, jadi semua itu kembali lagi kepada masyarakat
yang menilaifiya. Dan saya rasa, instansi teknis terkait akan
berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan agar dapat
niemberikan pencapaian yang maksimal.

Sayd asa kebijakan IMB tersebut sudah saatnya untuk
ditérapkan di lapangan, Wakatobi inikan kabupaten baru,
jadi harus ada percepatan-percepatan yang dilakukan,
karena setiap kebijakan daerah yang dibuat oleh pemerintah
daerah tentu demi mendukung kemajuan dan kelangsung
pemerintahan dan pernbangunan daerah.

Sebagai daerah otonom, yang terpenting adalah bagaimana
kita mampu menjadi daersh yang mandiri, karena itu
kebijakan IMB yang diimplenientasikan di Kabupaten
Wakatobi diharepkan akan mendukung peningkatan
penerimaan daerah yang bersumber dari PAD.

_
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NO.|

Berdasarkan data yang ada pada kantor kami, realisasi
penerimaan retribusi IMB selama ini masih didominasi dari
kegiatan proyek-proyek pemerintah sedangkan penerimaan
retribusi IMB dari  kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan masyarskat masih sangat minim. Bahkan
secars keseluruhan jumlah penerimaan retribusi IMB belum
sesual target Yang diharapkan.

Perda IMB inikan sudah kurang lebih 5 tahun ditetapkan,
jadi sudah saatnya pemerintah daerah untuk bersikap tegas
melaksanakan ketentuan dan aturan yang sudzsh ditetapkan,
dan sudah jelas aturannya setiap bangunan yang didirtkan
wajib memiliki IMB.

Sayn rasa penerapan ketentuan wajib memiliki IMB ini
belum berjalan baik, karena selama ini permchonan IMB
yang kami proses setiap tahunnya masih sangat minim jika
dibandingkan dengan kegiatan pembangunan yang ada.

Dalam Perda sudah ditetapkan ketentuan wajib memenuhi
persyaraian tata bangunan, jadi aturan tersebut sudah harus
diterapkan secara tegas. Ini penting untuk menghindan
terjadinya penyimpangan dalam mendirikancbangunan,

Saya rasa Dinas Tata Ruang selama ini| tidak tegas dalam
menerapkan Ketentuan persyaratan ‘tald bangunan, coba
lihat dimana-mana banyak bengtpan \berdiri yang tidak
sesuai dengan garis sempadan jalen, itokan gambaran kalaw
aturan tersebut belum berjalam secaraefektif.

Seperti yang saya ungkapkan tadi, dimana-mana banyak
bangunan yang melanggar/aturan garis sempadan jalan,
apalagi mata-rata bangunan” it juga tidak memiliki IMB.
Berarti selama~ini Dinas Tata Ruang masih belum tegas
dalam menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran
aturan IME.

Selama ini kami bersama dengan Dinas Tata Ruang selakn
instansi teknis telah berupaya umtuk memenuhi barapan
iasyarakat akan pelayanan yang baik dalam pengurusan
IMB; karena memang sudah menjadi kewajiban kami
sebagai aparat pemerintah. Walaupun hasil-hasil yang kami
¢apai selama im belum sesuai yang dibarapkan, karena
memang masih banyak keterbatasan yang kami miliki.

Harus diakui bahwa Bupati mempunyai perhatian serius
terhadap pelaksanaan kebijakan IMB ini. Setiap melihat
ada kegiatan pembangunan baru di wilayah kota wiamanya
di lokasi-lokasi strategis beliau langsung menghubungi
saya dan menanyakan perihal izin bangunan tersebut,
bahkan bupati juga menginstruksikan supaya menertibkan
bangunan-bangunan yang melanggar serta meningkatkan
koordinasi dengan Dinas Tata Ruang KP3K dan Satpol. PP.
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Kepala Bidang Tata
Bangunan, Dinas Tata
Ruang KP3K Kab.
Wakatobi

Walaupun belum ada prosedur baku atau SOP dalam

pengurusan IMB, pamun prosedur yang kami terapkan
dalam pengurusan IMB selama ini cukup jelas dan
transparan dan tidak berbelit-belit sehingga mudah
dipahami oleh masyarakat. Karena tugas kami hanya
memproses keluamya sertifikat IMB, biasanys setelah
berkas den rekomendasi kami terima dari Dinas Tata
Ruang, inaka kami langsung proses secepatnya.

Saya rasa dengan perkembangan kegiatan pembangunan
yang demikian pesat di Kab. Wakatobi saat ini, tentm sudab
sastnya kebijakan temtang IMB diimplementasikan di
lapangan, karena tingkat kesadaran masyarakat di sini
umumnya masih rendah untuk inendirikan bangunan secara
teratur dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya.

Kalau melihat pertumbuhan bangunan yang sudah
menyebar dimana-mana maka int harus diikuti dengan
langkah-langkah penataan dan pengendalian secara cepat
bahkan hal ini juga harus ditangkap sebagai pelnang umtuk
menggali sumber penerimaan PAD bagi Kab. Wakatobi.

Ya, untuk saat ini memang pelaksanaan kebijakan IMB ini
belum berjalan sesuai yang diharapkan, ‘apalagi kalau
ukurannya komiribusinya penerimaanJMB untuk PAD Kab.
Wakatobi memang masih jauh dari yang diharapkan, tapi
kita juga harus sadar karena Wakatobi 1ni adalah daerah
baru dan bukan hal mudah, untuk merealisasikannya di
lapangan, tapi saya rasa kédepan Kebijakan IMB ini sangat
potensial untuk mendukupg peningkatan PAD Wakatobi.

Sesuai aturan seharusnyé setiap kegiatan pembangunan
yung dilaksanakan oleh” masyarakat maupun pemerintah,
baik mendirikan’) bangunan baru maopun mengubah
bangunan Yang-sudah ada itu barus memiliki IMB dulu
sebeluri memuldi kegiatan pembangunannya, hal ini untuk
menghindarpenyimpangan pemanfaatan ruang sehingga
kégiatan pembangunan yang dilakukan akan lebih terarah
dan sesaai dengan rencana tata ruang.

Memang kenyataan sclama ini masih belum sesuai yang
kami harapkan karena masih banyak bangunan yang belum
memiliki IMB, tapi sebagai instansi teknis inilah tantangan
yang harus kami pecahkan, karena itu ke depan secara
bertshap kami akan tegas menerapkan aturan tersebut.

Selama ini kami cukup tegas dan bermain sesuai aturan
dalam pengurusan IMB, setiap kegiatan pembangunan baik
ymg dilaksanakan oleh masyarakat maupun instansi
pemerintah harus memenubi persyaratan tata bangunan
yang ditetapkan, karena kami tidak ingin ada masyarakat
yang dirugikan karena Kkesalahan mereka sendiri ketika
mendirikan bangunan.
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Sebagai aparat kami sudah berupaya untuk menerapkan
persyaratan teknis dalam mendirikan bangunan, walanpun
dalam kenyateennya masih banyak bangunan yang tidak
memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Jadi kamni
kembalikan kepada masyarakat untuk menilainya karena
pada dasarmnya kami hanya mengatur agar lebih tertib dan
tettata baik, sementara yang memanfaatkan bangunan dan
lingkungan tersebut adalah masyarakat sendiri.

Untuk sekarang ini memang bisa dikatakan kami masih
belum tegas dalam menerapkan sanksi terhadap
pelanggaran ketentuan IMB, masalshnya bagaimana karni
mau menerapkan sanksi legas kepada masyarakat kalau
kenyataannya selama ini bukan hsnya bangunan
masyarakat yang melanggar tapi juga bangunan milik
pemerintah bahkan bangunan para pejabat pemerintah,
yang seharusnya merekalah yang memberi contoh kepada
masyarakat, jadinya kami serba sulit, paling-paling kami
hanye memberikan teguran saja.

Sebagai langksh awal untuk menarik minat masyarakat
untuk mengurus IMB adalah kami berupaya umtuk
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan semudah-
mudshnya kepada masyarakat, karena kami sadar Wakatobi
ini daerah baru jadi masih banyak rmaSyarakat yang tidak
paham dan sadar tentang pentingnya menpgurus IMB.

Kapasitas personil staf yang“ada di“bidang kami masih
cukup terbatas untuk melaksanakan kebijakan IMB, tidak
saja kualitasnya tetapi juga Kuantitasnya. Rata-rata pegawai
yang ada di bidangskami_sasih minim pengalaman dan
pengetahuan karenh umuminya mereka pegawai baru.

Selama ini bapak Bupsfi mempunyai perhatian sangat besar
terhadap .pelaksapaan kebijakan IMB ini, terutama
menyangkut penégasan ketentuan aturan ganis sempadan
datani mendirikan bangunan khususnya terhadap bangunan
yeng \didirikan pada ruas jalan utama dan kawasan
perigembangan baru.

Sayd rasa pihak legislatif belum memperlihatkan dukungan
yang serius terhadap pelaksanaan kebijakan IMB,
masalahnya selama ini pihak legislatif lebih banyak
mengkritik kami dari pada memberikan solusi yang tepat,
malsh kami selalu disudutkan bila ada keluhan dan
pengaduan dari masyarakat atas langkah-langkah
penegakan aturan yang kami lakukan.

Sejak kebijakan IMB ini ditetapkan tahun 2005, baru satu
kali kami melaksanakan sosialisasi pada tiap kecamatan.
Kami juga sudah memasang papan informasi IMB
sebanyak 16 buah, namun karena jumlshnya terbatas maka
prioritas kami adalah masih di wilayah ibukota. |
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Selama ini kami 1elah mencoba menerapkan prosedur yang
memudahkan masyarakat dalam pengurusan IMB ini, dan
kami juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi-
insmnsi yang terkait dengan pengurusan IMB, seperti
kelurahan, kecamatan dan Kantor Perizinan.

5 | Camat Wangi-Wangi Saya kim, kalan gambarannya perkembangan kegiatan
pembangan di wilayah ilrikota saat ini, tentu sudah saatnya
kebijakan IMB ini diimpelementasikan di Kabupaten
Wakatobi karena kalau tidak maka ke depan kita akan
menghadapi banyak kendala dalare melakukan penataan
kota dan wilayah.

Kita semua tahu, im memupakan kebijakan yang sangat
penting dalam mengendalikan kegiatan pembangunan fisik.
Yang terpenting adalah bagaimana kita menegakkan aturan
di masyarakat tentang ketentuan mendirikan bangunan
utamnenya menyangkut aturan garis sempadan dalam
mendirikan bangunan. Apalagi dengan kebijakan tersebut
ada PAD yang dihasilkan untuk daerab ini.

Aturarmya jelas karena sudah ditetapkan dengan Perda. Jadi
harus tegas dilaksanakan, setiap bangunar yang didirikan
wajib memiliki IMB. Semua itu juga hntuk kepentingan
daerah dan masyarakat.

Terus terang hal ini sudah menjadi keluban kami selama ini
karena kalau melihat kegiatdn pembangunan di wilayah
kami yang begitu pesat bahkzn'di mana-meana saya lihat
bamyak bengunan berdifi tipi kenyataannya jarang sekali
masyarakat yang datng meminma rekomendasi IMB di
kamtor ketika akar mendirikan bangunan, kalaupun ada it
banya sebagian-kecil saja.

Setiap aturan yang dibust pada dasamya untuk kepentingan
dacrah » dan/ “masyarakat juga. Sama halmya dengan
ketentuan wajib memenvhi persyaratsn tata bangunan
tujudnnys dgar kegiatan pembangunan dapat lebih terarah
dari terkendali.

Says melihat Dinas Tata Ruang belum tegas menerapkan
persyaratan teknis dalam peratuan IMB ini, karena
kenyatasnnya banyak sekali bangunan yang melanggar
aturan garis sempadan dan jalur hijan, padahal selama ini
kami sering melaporkan setiap permasalshan yang terjadi
di lapangan.

Sebagai kepala wilayah saya cukup memahami kondisi dan
permasalahan di lapangen, tapi sampai sekarang belum
terlihat tindakan tegas yang dilakukan oleh Dinas Tata
Ruang terhadap kegiatan pembangunan yang melanggar
aturan IMB.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



1612/40679

Saya kira diera otonomi daerah saat ini scharusnya aparat
pemerintah harus mampu menunjukkan sikap profesional,
paling tidak bageimana memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat. Dan selama ini jarang sekali ada
keluhan dari masyarakat saya menyangkut pelayanan dalam
pengunisan IMB, kalau ada keluhan paling-paling masalah
kerena mereka kurang paham prosedur pengurusannya.

Selama ini kami melihat Dinas Tata Ruang belum secara
serius melakukan pengawasan yang ketat dan tegas di
lapangan, padahal sebagai instansi teknis yang bertanggung
jawab dalam pelaksanzan kebijakan IMB seharusnya
kegialan pengawasan tersebut rutin dilakukan karena
merupakan tugas pokok 1nereka,

6 | Camat Tomia Timur Memang kebijakan IMB jni harus mulai diterapkan secara
tegas dari sckarang. Jangankan kita bicara di wilayah
ibukota, di kecamsatan Tomia Timur ini saja pertumbuhan
bangunan sangat pesat, karena itu mulai sekarang Kkita
sudah harus melakukan pepataan terhadap bangunan-
bangunan yang ada. ) )

Saya kira hampir semua daerah menerdpkan kebijakan
tentang IMB ini, karena memang kebijakan ini sangat
penting untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan
pembangunan agar tidak kumuh, dan, semrawut, bahkan
merupakan sumber penerimasn/PAD-yang sangat potensial.

Kerena sudah ada dasar hakiummya, seharusnya kita tegas
menerapkan aturan wajib IMB ini terhadap setiap kegiatan
mendirikan bangunan.

Kalau ukurannya di wilayah saya, imenurut saya penerapan
aturan ini beliim berjalan baik sesuai yang diharapkan
karena nyatanya rata-rata bangunan yang sudah berdin itu
belum memilils TMB.

Sudah Scharasnya setiap bangunap yang didirikan harus
niémenuhi” persyaratan tcknis, karena semua itu umtuk
kéamanan dan Kkenyaman pemilik bangunan, apalagi
ketertuan sudah distur dalam Perda, jadi instansi teknis
harus tegas melaksanakan aturan tersebut.

Kalau lihat kenyatasnnya di lapangan saya pikir penerapan
ketentuan bahws setiap bangunan yang didirikan harus
memenuhi persyaratan teknis, selama ini belum berjalan
efektif, buktinya banyak bangunan yang melanggar aturan
garis sempadan.

Saya pikir, kalau instansi teknis betul-betl tegas
menerapkan sturan sanksi bagi yang melanggar aturan
IMB, maka tidak roungkin akan terjadi penyimpangan
terhadap aturan mendirikan bangynan seperti yang banyak
terjadi sekarang ini.
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Kebijakan IMB inikan sangat penting dalam mengarahkan
pelaksanaan pembangunan di daemh ini, jadi sudah
seharusnya juga diikuti dengan pemberian pelayanan yang
baik dari pam aparat pada instansi terkait, tapikan tolak
ukurnya ada pada masyarakat.

Sejauh ini instansi teknis terkait khususnya Dinas Tata
Ruang KP3K jarang sekali melakukan pengawasan
lapangan di wilayah kami, dan ini juga sebetulnya yang
menjadi penyebab masyarakat tidak mengurus IMB ketika
mendirikan bangunan, Scharusnya Dinas Tata Ruang
KP3K nmwulai memaksimalkan pengawasan bangunan di
lapangan mengingat pesatnya pembangunan fisik di
kecamatan Tomia Timur saat ini, terutama di sekitar
kawasan ibukota.

7 | Kepala Seksi Pengawasan Memang sudah seharusnya kebijakan IMB  ini
dan Pengendalian, Dinas diimplementasikan dari sekarang, bahkan kalau melihat
Tata Ruang KP3K Kab. laju pembangunan sekarang ini bisa dikatakan kita sudah
Wakatobi terlambat melaksanakannya di lapangan.

Pada dasarnya ada dua aspek pemting dalam penerapan
kebijakan IMB ini, pertama melakukan| penataan dan
pengendalian bangunan di Kabupaten Wakatobi baik secara
teknis maupun ekologis, dan %kedua ~meningkatkan
penerimaan PAD dari retribusi IMB.

Dalam Perda sudah jelas diaiur bahwa setiap orang atau
badan hukum dan pemérintah”yang akan mendirikan
bangunan wajib memiliki IMB. Karena itu, scbagai inslansi
teknis maka sudah tugas‘kami untuk menerapkan ketentuan
tersebut di lapangan.

Kenyataan di lapangan memang masih banyak bangunan
yang belum memiliki IMB tapi ke depan kami terus
berupaya wienumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
men#att ketentuan wajib memiliki IMB tersebut.

Sebapdi instansi teknis tentu kami berupaya agar setiap
bangunian yang didirikan sesuai dengan persyaratan teknis
yang berlaku, karena aturan tersebut sudah diamanatkan
dalam Perda.

Memang kemyataan di lapangan masih banyak terjadi
pelanggaran terhadsp ketentuan persyaratan teknis
bangunan, utamanya menyangkut aturan garis sempadan.
Ini karena, kebanyakan masyarakat tidak berkonsultasi dulu
kepada kami ketika akan mendiriken bangunan

Memang bisa dikatakan selama ini kami belum tegas
menerapkan sanksi terhadap pelanggaran aturan IMB, ini
juga karena keterbatasan prasarana dan sumber daya yang
kami milild.
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Realisasi penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan selama
ini memang masih jach dari yang diharapkan, sehingga
nilai kontribugi IMB untuk PAD Kab. Wakatobi masih
relatif rendah, tapi ke depan kami optimis aken mampu
mencapainya karena saat ini niulai tumbuh kesadaran
masyarakat untuk mengurus IMB,

Saya kira keberhasilan pelaksanaan kebijakan IMB ini
tidak terlepas dari dukungan sumber daya aparatur yang
memadai, baik secara kualitas maupun kualitas.

Memang, salah satu kendala yang kami hadapi selama ini
adalah terbatasnya personil staf yang memiliki kompetensi
memadai, sehingga sampai sekarang kami belum mampu
melaksanaksn kebijakan IMB ini secarn maksimat di
lapangan.

Selema ini tingkat pengawasan yang kami lakukan untuk
mendukung implementasi kebijakan IMB masib belum
ketat dan tegas, karena kegiatan pengawasan yang kami
lakukan masih lebih bersifat monitoring sehingga belum
fokus dan terarah.

Sarana dan presarana yang tersedia saat ifi~sudah cukup
untuk mendukung pelayanan IMB di kentgr kemi. Tapi
untuk mendukung tugas-tugas kami ‘\di—lapangan, kami
masih membuotuhkan kendaraan operasional, yang selama
ini menjadi kendala kami untuk melskukan pengawasan
secara intens di lapangan,

Sejak kebijakan IMB ini ditétapkan tahun 2005, baru sam
kali kami melaksanakan/5osislisasi pada tiap kecamsatan.
Kami juga sudali, meniasang papan informasi TMB
sebanyak 16 buah, nainun karena jumlshnya terbatas maka
prioritas kami adalah masih di wilayah ibukota.

Selama iniykami telah dan selalu berupaya untuk
memberikant kémudahan pelayanan kepada masyarakat
dalam pengurusan IMB, karena selama ini masih banyak
riasyarakat yang belum memahami pentingnya mengurus
IMB/ Jadi kami berupaya membangun simpati dan
prahitian masyarakat untuk mau mengurus IMB.

Selama ini boleh dikatakan tingkat kepedulian masyarakat
untuk mengurus IMB masih sangat rendah., Mungkin ini
ada hubungaonya kurangnya pemahaman dan pengetahuan
mereka temtang fungsi IMP mavpun rendahnya tingkat
komunikasi yang kami lakukan selama ini, Umumnya
masyarakat yang sudah mengurus IMB selama ini adalah
pegawai yang bekerja di instansi pemerintah daerah.
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8 | Subardin Bau, S.Pd. M.Si./
Anggota DPRD) Kab.
Wakatatobi

9 | Sutomo Hadi, S.Sos. !
Anggota DPRD Kab.
Wakatobi

10 | Mukhtar Wally / Anggota
Masyarakat

Sebagai mitra pemerintah daerah tenm kami mengharapkan
kepada pihak pemda agar segala kebijakan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan bersama agar secepamya
diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat sehingga
dapat bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan daerah.
Begitu pula dengan kebijakan IMB ini, tentu dengan
dinamika pembangunan di kab. Wakatobi saat ini, maka
sudah saatnya Kkebijakan ini diimplementasikan guna
mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada schingga
dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah.

Sebagai mitra pemerintah daerah teptu kami akan
mendukung sctiap kebijakan daerah yang telah kita
lahirkan bersama, dan secara politik selama ini kami telah
memunjukkan dukungan kami terhadap pelaksanaan
kebijakan IMB tersebut, karena hampir setiap tahunnya ada
anggaran yang kami alokasikan dalam APBD untuk
mendukung implementasinya di lapangan.

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu
merumuskan peraturan dan kebijakan daerah yang terkait
dengan kemajuan pembangunan daerah dan-kesejahteraan
masyarakat. Tentu saja harapan kami setiap kebijakan
yang telah ditetapkan agar secepatnya,diimplementasikan
di lspangan agar sasaran yang diingin dicapai dar
kebijakan tersebut dapat diwujudkan:

Kita semua tahu bahwa kdbupaten” Wakatobi merupakan
daerah otonom baru dan‘saat ini sangat membutuhkan
sumber-sumber  pehdahaan untuk  melaksanakan
pembangunan di /Derbagdr” bidang. Jadi menurut saya
penerapan kebijakan tentang IMB ini sangat strategis dalam
rangka meningkatken produktifitas PAD  kabupaten
Wakatobi khususaya dari penerimaan retribusi IMB. Begitu
pula dari segi tata ruang, penerapan kebijakan IMB ini juga
sangat “penting untuk mendukung penataan dan
petigendalian bangunan di seluruh wilayah kab. Wakatobi.

Kami sudah pernah dengar kalau IMB itu adalah izin untuk
meéndirikan bangunan.

Saya kaget tiba-tiba didatangi petugas dari Dimas Tata
Ruang yang menanyakan IMB rumah kami. Masalahnya
selama ini belum ada penyampaian dari kelurahan. Dari
situ baru saya tahu kalau setiap membangun rumah harus
memiliki IMB.

Selama ini, saya belum pemah mengikuti sosialisasi
tentang IMB ini.

Seharusnya kegiatan sosialisasi IMB ini harus sering-sering
dilakukan karena pasti masih banyak masyarakat yang
belum paham apa itu IMB.
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11

La Ode Amalnddin /
Anggota Masyarakat

Ya memurut saya IMB ini penting agar bangunan yang kita
dirikan diakui pemerintah, jadi kalau ada pemeriksaan dari
tim kita tidak merasa khawatir lagi.

Iya, saya sudah mengurus IMB dan saya lihat pelayanan
mereka sangat baik,

Saya kurang tahu, tapi kalau di sekitar sini baru saya yang
mengurus IMB, itu juga menurut informasi dari petugas
Dinas Tata Ruang,.

Kami belum mengetahui secara jelas prosedur pengurusan
IMB, jadi hanya mengikuti arahan dan petunjuk dari aparat
Dinas Tata Ruang Dan saya msa pengurusan IMB di
kantor Dinas Tata Ruang cukup mudah dan cepat.

Kami rasa pepampilan petugas dan ruangan kantor yang
digunakan untuk pengurusan IMB di kantor Dinas Tata
Ruang sudah bagus, karena ruangannya bersih dan teratur
sehingga kami merasa nyaman. Begitu pula dengan petugas
yang melayani kami mercka sangat baik dan
menyenangkan.

Kami puas dengan pelayanan Dinas Tata Ruang dalam
pengurusan TMB, karena prosesnya cepal ‘dan setiap ke
kantor selalu ada petugas yang melayani kanii. Bahkan
kami tidak terlalu menunggu keluarnya IMB, tiba-tiba kami
sudah dihubungi untuk datang mengambii IMB di kantar
Dinas Tata Ruang.

Terus terang aparat dinas’ tata “(uang telah memberikan
jaminan pelayanan yang kami harapkan, karena biaya yang
kami keluarkan uwntubdnengirus [IMB masih terjangkau
bahkan diluar perhitungan kami sebelumnya, kami juga
tidak dipungut biaya macam-macam.

Aparat dinas tata roang betul-betul memberikan kemudahan
kepada kami sclama mengurus IMB. Sikap mereka baik
dan “sepan’ dalam meperima kami, begitupula bila
menanyakan sesuatu hal, kami juga mudah menghubungi
fmefeka.

Prds dasarnya kami sudah sering dengar tentang IMB yaitu
Izin Mendirikan Bangunan.

Sebetulnya kami tahu bahwa biasanya seperti di daerah-
daerah lain setiap mendirikkan bangunan harus mengurus
IMB, hanya disinikan daerah baru jadi saya belum tahu
knlan sudah ada aturannya dan harus kemana mengurusnya.
Padahal waktu saya mendirikan bangunsn saya sudah
melapor dengan pihak kelurahan tapt tidak ada juga
penyamnpaian kalan kami harus mengurus IMB,

Selama ini saya belum pemnah mengikuti sosialisasi IMB
secara langsung.
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Kalan melihat keterlibatan dan pemahaman masyarakat,
saya kim kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi
terkait belum begitu efektif.

Saya kim IMB ini penting umtuk legalitas bangunan yang
Iya, saya sementara mengurus IMB rumah saya, dan saya
cukup puas dengan pelayanan mereka berikan.

Saya pikir masih banyak masyarakat di sekitar sini yang
belum paham tentang pentingnya IMB.

Pada dasarmmya kami tidak terlalu mempersoalkan
hagaimana prosedumya, selaku masyarakat kami hanya
mengharapkan mendapatkan pelayanan yang mudab, cepat
dan tidek berbelit belit dalam mengurus IMB, dan yang
terpenting adalah biayanya dapat terjangkau. Saya kira apa
yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang sudsh cukup
memudahkan kami.

Sebagai instansi pemerintah memang sudah seharusnya
memperhatikan penampilan fisik petugas maupun fasilitas
kantor yang digunakan untuk memberikan(pelayanan. Dan
kamj rasa, penampilan fisik petugas dan fesilitas kantor
Dinas Tata Ruang sudah cukup baik dan iiemuaskan.,

Pada dasamnya pelayanan yang diberikan Dinas Tata Ruang
dalam pengurusan IMB sudaly memuaskan, karena
prosesnya cepat dan tidak/berbelit-belit. Hanya yang saya
sayangkan kenapa wektu'\(terbitnya IMB ferlalu lama,
padahal proses awalnya ¢ukup mudeh dan cepat. Tapi saya
salul dengan cara’ merekd memberi garansi karena IMB
tersebut langsung diantar ke rumah saya, sehingga saya
tidak terlalu dircpotkan.

Saya kira \apa-yang dilakukan aparat Dinas Tata Ruang
dalan{ pengunisan IMR sudsh menunjukkan tanggup jawab
mereka sehagai pegawai yang tanggap terhadap harapan
fnasyarukat sken pelayanan yang baik. Karena sebagai
pengguna layanan, kami butuh informasi yang jelas
setiingga kami bisa paham.

Saya ki pelayanan yang diberikan spamat Dinas Tata
Ruang dalarn pengurusan IMB sudsh menunjukkan sebuah
jeminan pelayanan yang baik yang diharapkan masyarakat,
karena pada dasarmmya kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah adalah jika mereka tidak merasa dikecewakan
dan dirugikan.

Saya rasa pelayanan yang diberikan aparat Dinas Tata
Ruang merupakan gambaran kalau mereka sangat
memahami apa yang diinginkan masyarakat, karena mereka
cukup terbuka dan kami mudah menghubungi mereka.
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Muhammad Barkah /
Anggota Masyarakat

Udin Asri / Anggota
Masyarakat

Ya, IMB kan Izin untuk Mendirikan Bangunan.
Saya kirs di mana-mana kalau setiap membangunan rurnah
harus ada IMB dulu.

Selama ini saya tidak permah mengikuti sosialisasi IMB.

Saya kire Dinas Tata Ruang harus lebih giat lagi
melakukan sosialisasi IMB ini, karena masih banyak
masyarakat yang belum paham tentang atran [MB ini,
buktinya disamping rumah saya ini mereka membangun
tapi tidak mengurus IMB.

Saya kira IMB ini penting, agar bangunan yang kita dirikan
ini stztosnya jelas dan diakni pemerintah, sehingga kalaw
snatu saat bangunan ini terkena pelebaran jalan maka kita
dapat ganti rugi.

Saya sudah mengurus IMB makanya saya cukup paham.
Pelayanan mereka cukup baik dan saya cukup puas.

Saya rasa masih banyak

Sebetulnya saya kurang mengemhui prosedur dalem
pengurusan IMB, tapi setelzh menerima_penjelasan dan
arahan dari aparat temyata proses penguiusannya cukup
mudah karena kami hanya membutuhkan wakiu dua hari
untuk melengkapi berkas permohonan., Bahkan menurut
saya proses pengurusan IMB digini'cukip mudah dibanding
dengan daerah lain.

Saya rasa apa yang ditaimpilkanoleh Dinas Tata Ruang
dalam memberikan pélayarian kepada masyarakat sudah
cukup bagus, baik(koudisi fisik gedung kantor maupun
petugas yang melayani pertgurusan IMB.

Saya cukup puas depgan pelayanan dari Dinas Tata Ruang
selama méngurus IMB ini karena kami dilayani cepat dan
prosesnya tidak berbelit-belit.

Selaina kanil mengurus IMB di kantor Dinas Tata Ruang
kamtiyrusakan cukup mudah, karena semuanya jelas dan
bolel dikatakan kami tidak mengalami banyak kesulitan,
karena kami selalu diberi penjelasan.

Saya kira buktinya jelas karena selama mengurus IMB ini
kami tidak pernah dipersulit dan tidak dipungut biaya
macam-rnacam.

Saye rasa pelayanan yang diberikan aparat Dinas Tata
Ruang merupakan gambaran kalau mereka sangat
memshami apa yang diinginkan masyarakat, karena mereka
cukup terbuka dan kami mudah menghubungi mereka

Yang kami whu, [MB itu adalah [Lzin Mendirikan
Bangunan,
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Kami mendapat informasi ketika datang ke kantor Dinas
Tata Ruang, karena waktu ilu mereka pernah datang ke
lokasi bangunan saya.

Selama ini saya belum pernah mengikuti sosialisasi IMB,
hanya seting melihat ada pengumuman di papan informasi
yang di pasang di pinggir jalan.

Menurut saya sosialisasi tentang IMB yang dilakukan
sclama ini belum terlalu efektif, karena buktinya masih
banyak masyarakat yang tidak tahu tentang ketentuan IMB
dalam membangun.

Saya sodah mengurus IMB dan tinggal menunggu
keluamya surat IMB. Pelayanan mercka sangat baijk.

Saya rasa, mungkin masih banyak masyarskat yang belum
paham tentang perntingnya mengurus IMB.

Menurut saya mengurus IMB itu penting karena dengan
memiliki IMB meka bangunan yang kita dirikan tidak
melanggar aiuran dan diakui pemerintah, jedi kita tidak
khawatir Jagi kalau ada apa-apa ke depannya, misalnya ada
pelebaran jalan mungkin kita dapat ganti rugi.

Memang pada awalpya kami kurang méngetahui prosedur
pengurusan 1MB, tapi setelah kami dstang ke kantor Dinas
Tatz Ruang dan diberi penjelasan‘\oleb aparat kami
Jangsung dapat memahammmya. ‘Bégitu pula selama
pengurusan kelengkapan berkas(yang harus dipenuhi kami
tidak mengalami kesulitant

Kualitas aparat Dinas Tata,Ruang dalam pelayanan IMB
menurut saya sudah cukup baik.

Sepamjang yang saya iihat dan rasakan dari penampilan
fisik kentor sudah bagus dan memuaskan karena kelihatan
berzih dan\teratuy, sehingga kami merasa nyaman. Begitu
pula dengan penampilan petugas yang mengurus IMB
sudab, memuaskan karena terlihat beiul penampilannya
kalagt dia seorang pegawai.

Pengurusan [MB di kantor Dinas Tata Ruang sangat
memudahkan kami, karena prosesnya cepat dan jelas.
Memang keluarnya IMB sedikit lama tapi karena sudah
diberitahukan sebelumnya bahwa nanti akan dihubungi
umtuk datang mengambil IMB di kentor Dinas Tata Ruang
kalan IMB tersebut sudah terbit, sehingga kami tidak perlu
menunggu dan repot bolak-balik,

Bisa dikatakan kami sangat diberikan kemudahan dalam
proses pengurusan IMB oleh aparat Dinas Tata Ruang,
karena wektu pertama kali datang mengurus IMB kami
diterima dengan baik, kami juga diberiken mformasi dan
penjelasan yang lengkap sampai kami paham.
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14 | Ali Kayum / Anggota
Masyarakat

Menunt saya petugas Dinas Tata Ruang sudah
memberikan  jaminan pelayanan yang baik dalam
pengurusan IMB ini, karena yang kamni rasakan biayanya
pengurusannyn tidak memberatkan, apalagi kami gampang
menghubungi mereka bila ada yang perlu kami tanyakan.

Kami rasa aparat dinas tata ruang sangat memahami
kebutuhan masyarakat dalam pelayanan IMB, sikap mereka
ramah dan penuh perhatian, dan saya lihat mereka juga
tidak membeda-bedakan siapapun yang dilayani.

Iya, yang kami tahu IMB itu adalah Izin Mendirikan
Bangunan.

Ya kami sering dengar, apalagi waktu itu ada tim terpadu
dari Dinas Tata Ruang dan Pol. PP yang datang
menanyakan IMB rumah kami.

Selarna ini memang saya belum pemah ikut sosialisasi
IMB, hanya sering melihat yang dipasang di papan
pengumuman yang ada di pinggir jalan.

Sebetulnya masih banyak masyarakat yang belum paham
tentang IMB ini, jadi menurut saya, sosialisasi yang
dilakukan masih belum efektif.

Jelas sekali IMB ini penting karena bangunan yang kita
dirikan sudah memenuhi syaraf dan~yang saya tahn bisa
menjadi agupen untuk meminjani uang di Bank.

Ya, sementara ini saya masih mengurus IMB dan tinggal
menunggu sertifikat IMB<nya Keluar.

Mungkin masih ada Sebpgien masyarakat di sekitar kami
yang belum paliam tentang IMB.

Kami hanya.mendengar dari orang yang pemzh urus IMB
dan magih bélum jelas tapi kami mulai paham setelah kami
datang ke kadtor Dinas Tata Ruang karena disana kami
lafigsung dijelaskan oleh pegawainya dan kami cukup puas.

Saym’ kira kualitas sparat yang melayani kami dalam
mésgurus IMB selama ini sudah cukup baik.

Saya rasa penampilan fisik kantor sudah cukup baik, karena
mulai dari luar kantor sudah terlihat bersih dan didalamnya
terlihat teratur dan nyaman, begitu juga dengan penampilan
petugasnya cukup karena selalu terlihat rapi.

Kami cukup puas dengan pelayanan petugas Dinas Tata
Ruang dalam pengurusan IMB ini, karena kami langsung
dilayani cepat, dan bisa dikatakan selama ini kami juga
tidak banyak bolak-balik selama mengurus IMB ini.
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Suntono / Anggota
Masyarakat

Dari carunya menerima dan menanyakan keperivan kami,
3aya rasa mereka betul-betul melayani masyarakat dengan
baik, bahkan mereka memberikan informasi dan penjelasan
secara rinci sampai kamni paham. Jadi bisa dikatakan aparat
Dinas Tama Ruang cukup tanggap terhadap apa yang
diharapkan masyarakat.

Sejak awal sayn lihat cara kerja mereka bagus, itu yang
membuat kami percaya kalau mereka betul-betul telsh
melayani kami dengan baik, apalagi rata-rata mereka kami
kenal jadi sedikitpun kami tidak ragu akan resiko yang
akan kami hadapi.

Menurut saya aparat dinas tata ruang sangat membantu dan
memudahkan kami dalam pengurusan IMB, karena aparat
bersikap sederhana dan ketika kami membutuhkan
penjelasan dan informasi kami sangat mudah menghubungi
petugas.

Ya, IMB itu adalah Izin Mendirikan Bangunan.

Dari pegawai kantor Dinas Tata Ruang yang datang di
romeh kami.

Belum pernah ilaurt sosialisasi IMB.

Menurut saya belum terlalu efektif, karena kita baru tabu
sekarang,

Iva, IMB itu penting sekali untub/ bangunan rumah kami
supaya diketahui pemerintaly jadi kami tidak khawatir lagi
kalau ada perneriksaati‘dafi sparat pemerintah.

lya, kami sudah masukan permohonan IMB di kantor Dinas
Tata Rnang, katanya tidak lama lagi IMB sudah keluar.

Saya kurang_tahu, apakah warga lain di sini juga sudah
paharmn téntang pentingnya IMB itu.

Karrii, tidak tahu, jadi kami hanya mengikuti petunjuk yang
dijelaskan dari pegawai Dinas Tata Ruang.

Menurut saya kualitas pegawai yang melayani IMB ini
sudah cukup baik.

Kami lihat penampilan fisik kantor Dinas Tata Ruang ini
sudah cukup bagus, mulai dari gedung kantor yang masih
baik dan halamannya juga bersih dan didalamnya kelihatan
tertata baik. Begitu pula dengan penampilan petugas yang
melayani kami semnua terlihat baik dan ramah.

Selama mengurus IMB ini kami puas dengan pelayanan
yang mereka berikan karena mereka selalu membantu apa
yang kami keluhkan, jadi kami tidak terlalu repot bolak-
balik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




1712/40679

Mereka sangat mengerti apa yang kami periukan dan
mereka juga tidak pernah mempersulit kami selama
mengurus IMB ini.

Selama pengurusan IMB ini semuanya kami percayakan
kepada mereka karena kami kurang paham dan mercka
selalu menghubungi kami kalau ada yang harus dilengkapi.

Saya sangat memuji pelayanan yang mereka lakukan,
karena mereka bersikap baik dan peduli mereka juga sangat
terbuka dalam memberikan penjelasan dan informasi yang

kami butuhkan.
16 | Sabaruddim / Anggota Jelas, IMB adalah [zin Mendirikan Bangunan.
Masyarakat Sudah sering dengar karena dimana-mana kalau mendirikan

bangunan harus memiliki IMB dulu, apalagi ada papan
informasi yang sudah dipasang di pinggir jalan.

Selama ini saya belum pemnah ikut sosialisasi IMB.

Saya pikir kegiatan sosialisasi IMB ini masih harus
diefektifkan lagi pelaksanaannya karena masih banyak di
sekitar saya yang belum pahamn tentang ap@itn IMB, yang
mercka tahu IMB adalah sertifikat tanah,

jetas, IMB itu sangat penting supaya bangunan yang kita
dirikan jelas statusnya dan aman karena‘sudah dilegalkan
pemerintah bahkan bisa digufiakan sebagai agunan untuk
mengambil kredit di bank,

Ya, sudah niengurus IMB, ‘dan pelayanan mereka cukup
mentuaskan.

Saya msa, mungkin masth ada masyarakat di lingkungan
sini yang kuringpaham tentang manfaat mengurus IMB.
Sebetulpya, kami masih kurang paham betul, tapi setelah
kami datang ke Kantor Dinas Tata Ruang dan mendapat
penjélasan dari pegawaimya sehingga kami bisa paham dan
(ancar méngurusnya.

Ya, kualitas pegawai yang bertugas memberikan pelayanan
IMB ini sudah cukup baik.

Menurut kami penampilan fisik dari kantor Dinas Tata
Ruang ini jika dilihat dari kondisi bangunan gedung
kantornya sudah cukup, baik di luar mauput dalam ruangan
gedung sudah tertata baik. Kaleu untuk penampilan
petugasnya juga saya rasa sudah cukup baik dan mapi.

Pada dasarnya pelayanan yang mereka berikan sudah eukup
memuaskan kami, karena yang kami inginkan sebetulmya
kami langsung dilayani cepat jadi kami tidak terlalu lama
menungg di kantor mereka,
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L.aOde Ali Bahri /
Anggota Masyarakat

Ibrahim / Anggota
Masyaralkat

Saya rasa mercka sudah tangpap terhadap apa yang
dinginkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang
baik dalam mengurus IMB ini.

Saya rasa mereka sudah memberikan jaminan pelayanan
yang baik yang dinginkan masyarakat dalam pengurusan
IMB ini, karena yang utama adalah kami langsung
berhubungan dengan pegawai yang mengurusnya dan
perhitungan biayanya juga cukup jelas dan rinci.

Saya rasa mereka sudah memberikan perhatian yang baik
kepada masyamakat dalam pengurusan IMB ini, karena
selama ini mereka cukup terbuka memberikan informasi
kepada kami dan kami juga cukup mudsh menghubungi
mereka bila ada yang perlu kami petjelas.

Ya, ITMB adalah Izin Mendirikan Bangunan.

Ya, sudah sering dengar dan saya sering lihat di pinggir
jalan ada papan informasi IMB.

Selama ini belum pernah ikut sosialisasi 1entang IMB.

Menurut saya kegiatan sosialisasi IME “harus sering
dilakukan karena kalau hanya sekali dna kali saja saya pikir
tidak akan efektif juga.

Paham, IMB itu sangat penting-supay? bangunan yang kita
dirikan statusnya jelas dan tidak {iegal:

Memang sebetulnya setiap/bangunan yang didirikan itu
harus memiliki IMB #aldupur( sampai sekarang bangunan
saya ini belum ada IMBcnya tapi suatu saat akan saya
uruskan IMB-nya.

Walaupun bangiinan Saya ini belurm ada IMB-nya tapi saya
rasa sudeh“memenuhi persyarstan teknis, karena waktu
dibangn séya sudah mundurkan jeraknys sekitar 10 meter
dari\ pinggir jalan, karena jalan inikan merupakan jalur
utama.

Y&, saya tahu IMB itu adalah 1zin Mendirikan Bangunan.
Sudeh sering dengar dan ada juga saya lihat dipasang papan
informasi IMB dj pinggir jalan.

Belum pernah ikut sosialisasi tentang IMB.

Saya rasa belum tetlalu efektif kxrena jerang sekali
dilakukan sosialisasi, seharusnya lebih sering dilakukan
dan jangan orang-orang tertentu saja yang dilibatkan.

Scbetulpya kami paham, IMB jtu penting untuk
keselamatan bangunan dan penatasn lingkungan.
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La Mihi / Anggota
Masyarakat

Hamiruddin / Anggota
Masyamkat

Sebelumnys kami pernah didatangi petugas Dinas Tata
Ruang den menanyakan IMB rumah kami, mereka sempat
memberikan blanko pengurusan IMB dan menyuruh kami
segera mengurys [MB namun karena kesibukan mengurus
usaha jadi sampai sekarang saya belum sempat mengurus
IMB.

Memang rumah saya belum memiliki IMB, tapi menurut
saya sudah sesuai persyaratan teknis, karena sisa lahan saya
masih luag,

Saya tahu, IMB itu adalah Izin Mendirikan Bangunan.

Sudah sering dengar dan pernah juga kami disampaikan
petagas dari Dinas Tata Ruang yang mendatangi rumah
kami.

Selama ini belum permah ikut,

Jarang sekali kami mendengar ada sosialisasi IMB,
mungkin karena kami tidek pernah dilibatkan.

Ya, saya paham, JIMB it perting untuk penataan bangunan
dan lingkungan agar tidak semrawut.

Sebelumnya saya pernah mengurus IMB__di Kantor Dinas
Tata Ruang, tapi sampai sekarang permiohonan IMB saya
tidak jelas, katanya bangunan saya\melariggar aturan garis
sempadan sehingga tidak dapat diprpses.

Terus terang saya tidak fabmi-kaldu bangunan saya tidak
sesuai dengan persyardtan teknis yang ditentukan, kerena
waktu kami bangwi kami’lanya mengikuti bangunan di
sebelah kami, memang sudah bebermpa kali kami
disampaikan (0leh aparat Dinas Tata Ruang katanys
bangunan _ini “karena melanggar aturen garis sempadan
bangunan.

Ya; IMD adalah Izin Mendirikan Bangunan.

Sudaly sering dengar dan saya lihat dari papan informasi
IMB yang dipasang di pinggir jalan.

Belum pernah

Sayn rasa kegiatan sosialisasi IMB yang dilakukan selama
ini belum terialu efektif, peraturan IMB inikan masih baru,
scharusnya lebih sering dilakukan sosialisasi biar
masyarakat lebih paham.

Ya, pada dasarnya kami pahami, dengan mengurus IMB
maka bangunan i sudah diakui keberadaannya oleh
pemerintah sehingga besok-besok kita tidak akan
menghadapi banyak masalah bila ada penertiban karena
statusnya sudah jelas dan legai.
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La Madi / Anggota
Masyarakat

Memang selama ini saya belum pemah mengurus IMB.
Nantilah spalv saat akan saya urus karepa sekarang imi
masih saya carikan tambahan biayanya supaya cukup untuk
bayar IMB.

Memang jarak bangunan saya terlalu dekat dengan jalan,
apa boleh buat walaupun tidak memenuhi persyaratan
teknis saya tetap bangun saja karena lahan saya terbatas
dan selama ini cuma disini yang bagus untuk usaha saya,
kalaupun besok-besok ada penertiban sebagai masyarakat
kami hanya berharap mudah-mudahan ada perhatian dari
pemerintah supaya ada ganti ruginya.

Ya, saya tahu, IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan,
Sudeh sering dengar dan sering saya lihat ada baliho-nya
yang dipasang di pinggir jalan.

Belum pernah.

Kita ini daerah baru, jadi saya rasa masih banyak
masyarakat yang belum tahu kalau aturan IMB ini sudah
diberlakukan, seharusnya kegiatan sosialisasi ini langsung
dilaksanakan di setiap desa atau kelurahan; kalau perlu
rutin dilaksanzkan setiap tahun,

Ya, pada dasarnya kami pahami, IMB itu penting agar
bangunan yang kita dirikan. siatasnya jelas dan
keberadaannya diakui oleh peméripiah.

Saya betumn mengurus JMB{ nantilah kalau rumah saya ini
sudsh jadi saya akanmerignrus IMB, karena anggaran yang
saya miliki sekafang ii” masih saya fokuskan untuk
menyelesaikan bangungn dulu.

Sebelum saya miendirikan bangunan ini, saya sudah
konsultasikan dengan aparat Dinas Tata Ruang, jadi saya
rasa angunan saya sudah sesuai dengzan persyaratan tekmis
tata ‘bangunan karena dibangun sesuai petunjuk yang
diarabkan oleh aparat Dinas Tata Ruang,
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PETA LOKASI DAN KONDISI WILAYAH PENELITIAN
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LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI VISUAL HASIL PENGAMATAN LAPANGAN

Aparat Dinas Tata Ruang KP3K, saat ditemui di lapangan den
memberikan informasi tentang pelaksanaan kebijakan IMB di Kab.
Wakatobi. Foto Kepala Dinas (atas), Kabid. Tata Bangunan (tengah)
dan Kasi. Pengawasan dan Pengendalian (bawah).
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Kegiatan pelayanan [MB pada Dinas Tata Ruang, Kebersihan,
Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran. Proses pemasukan
berkas oleh pemohon dan pengecekan berkas dari aparat (atas),
dilanjutkan dengan survei dan pengecekan lapangan oleh Tim Teknis
Dinas Tata Rvang {(bawah).
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Maraknya kegiatan mendirikan bangunan di Kabupaten Wakatobi
khususnya pembangunan rumah tinggal dan ruko yang terindikasi
menyimpang dari ketentuan wajib memiliki IMB karena teridentifikasi
sudah didirikan namur belum memiliki IMB.
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Maraknya kegiatan mendirikan bangunan di Kabupaten Wakatobi
khususnya pembangunan rumah tinggal yang terindikasi menyimpang
dari ketentuan wajib memiliki IMB karena terindentifikasi sudah namun
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Maraknya® kegiatan mendirikan bangunan di Kabupaten Wakatobi
khususnya pembangunan rumah tingga! yang terindikasi menyimpang
darj ketentuan wajib memiliki IMB karena terindentifikasi sudah namun
didiriken namun belum memiliki IMB.
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Kegiataf\mendirikan bangunan khususnya bangunan ruko dan rumal3
tinggah yang terindikasi menyimpang dari ketentuan wajib memenuhi
persyaratan teknis bangunan karena terindentifikasi didirikan melanggar
aturan garis sempadan bangunan.
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